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Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan perlakuan akuntansi 
pada gadai syariah dan gadai konvensional.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif komparatif dengan 
membandingkan perlakuan akuntansi pada gadai perspektif konvensional dan gadai 
perspektif syariah. Dimana setelah data-data dikumpulkan, penulis menggambarkan 
keadaan objek penelitian yang sesungguhnya dan mengkomparasikannya untuk 
menganalisis tentang perbedaan pada gadai syariah dan gadai konvensional.  
Data penelitian ini diperoleh dari data primer dan sekunder. Data primer 
berupa wawancara langsung dengan pihak perusahaan yang ditunjuk sebagai 
informan, sedangkan data sekunder berupa data yang diperoleh dari data internal 
perusahaan. 
Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa sistem dan prosedur akuntansi 
pada pegadaian syariah masih tunduk pada ketentuan yang masih berlaku di Perum 
Pegadaian yang berbasis konvensional. Analisis perlakuan akuntansi gadai syariah 
yaitu dalam hal pendapatan yang diakui dalam pembiayaan gadai syariah adalah 
pendapatan ijarah yang dihitung berdasarkan tarif yang telah ditentukan dari hasil 
taksiran barang gadai untuk jangka waktu 10  hari, sementara dalam gadai 
konvensional diakui sebagai pendapatan sewa modal/bunga dari jumlah pinjaman 
yang diberikan berdasarkan tarif presentase yang ditentukan untuk setiap jangka 
waktu 15 hari. 





A. Latar Belakang Masalah 
Semakin berkembangnya zaman saat ini, maka semakin banyak pula pilihan 
masyarakat dalam memenuhi aktivitas kebutuhan hidupnya dalam berbagai hal. 
Selain itu, kebutuhan hidup manusia pun semakin beragam. Untuk memenuhi 
beraneka ragamnya kebutuhan manusia maka tidak terlepas dari alat untuk 
memenuhinya yaitu uang. Namun, telah kita ketahui bahwa kebutuhan manusia akan 
uang terkadang ada yang bersifat mendesak seperti untuk membayar pengobatan di 
rumah sakit, untuk biaya pendidikan, dan lain-lain. 
 Selain yang sifatnya mendesak, ada juga yang membutuhkan uang untuk 
modal usaha. Saat itu, tentu yang dibutuhkan adalah sejumlah uang dalam waktu 
yang cepat dan proses yang mudah. Untuk mengatasi hal tersebut, maka masyarakat 
dapat memilih lembaga keuangan seperti lembaga perbankan, pegadaian, koperasi, 
atau yang lainnya sesuai dengan kebutuhannya. Perkembangan produk-produk 
berbasis syariah kian marak di Indonesia, tidak terkecuali produk yang dihasilkan 
oleh Perum Pegadaian. Perum  Pegadaian mengeluarkan produk berbasis syariah 
yang disebut dengan Pegadaian Syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis 
syariah memiliki karakteristik: (1) menganut sistem bagi hasil sebagai imbalan (tidak 
memungut bunga), dan (2) memperlakukan uang sebagai alat tukar (tidak sebagai 
komoditi). 
Dalam era ekonomi melambat saat ini, masyarakat berpenghasilan rendah dan 





kantor yang tersebar di berbagai tempat dan dapat memberikan pembiayaan dengan 
cara sederhana dan sesuai dengan tingkat kemampuan (golongan ekonomi) dan 
pengetahuan mereka. Dalam perkembangannya, Pegadaian Syariah punya peranan 
yang besar dalam kehidupan masyarakat, khususnya untuk golongan menengah ke 
bawah tersebut, seperti slogan yang selalu disampaikan pihak gadai syariah, 
“Mengatasi Masalah Sesuai Syariah”. Dengan prosedur yang sederhana, mudah dan 
cepat, sehingga dana dapat segera diperoleh guna dapat dimanfaatkan sesuai dengan 
kebutuhannya. Layanan Pegadaian Syariah dapat memenuhi kebutuhan nasabah dan 
persyaratan dalam hal pinjaman jangka pendek (Roikha, 2017). 
Dwi dan Ja’far (2012), Wacana mengenai akuntansi syariah muncul karena 
kebutuhan akan bingkai transaksi keuangan yang kokoh dan mapan, sehingga dapat 
mengawal segala transaksi-transaksi keuangan sesuai dengan prinsip syariah. 
Akuntansi syariah juga berfokus pada pelaporan yang jujur mengenai posisi 
keuangan entitas dan hasi-lhasil operasi, sehingga dapat mengungkapkan transaksi 
halal dan haram. Aturan-aturan yang diterapkan pun dapat melindungi hak dan 
kewajiban perorangan dan menjamin pengungkapan yang memadai. 
Di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan 
kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan masyarakat atas dasar hukum gadai 
(Mengko, 2013). Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tanggal 1 
April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian. Satu hal 
yang perlu dicermati bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 
menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba, 
misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP.No.103 Tahun 2000 yang dijadikan 





panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit Layanan Gadai Syariah 
sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha 
syariah (Kartika dan Hisamuddin, 2015). 
Salah satu produknya yaitu gadai syariah, yang dapat diperoleh nasabah 
melalui transaksi utang piutang denganjaminan barang yang disebut biaya ijarah. 
Definisi ijarah yang disebutkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 
(PSAK)107 adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu 
tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan 
kepemilikan aset itu sendiri. Biaya sewa yang dimaksud adalah sewa 
operasi(operating lease). Perbedaan utama antara biaya gadai dan bunga pegadaian 
adalah dari sifat bunga yang bisa berakumulasi dan berlipat ganda sementara biaya 
gadai hanya sekali dan ditetapkan di muka (Jualityn et al,. 2011) 
Menurut Muftifiandi (2015) Pegadaian merupakan salah satu alternatif untuk 
memperoleh kebutuhan dana dan pembiayaan. Selain menyediakan layanan gadai 
(ar‐Rahn), pembayaran listrik, telpon serta kepemilikan kendaraan bermotor dan 
Logam Mulia (LM) pegadaian juga menyediakan pembiayaan untuk suatu usaha 
dalam sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang pembayarannya 
dilakukan dengan cara angsuran dengan menggunakan secara gadai maupun fidusia 
dalam produk AR‐RUM (Ar‐Rahn untuk Usaha Mikro). Pegadaian Syariah memiliki 
produk jasa maupun pembiayaan yang bisa memberikan solusi kepada masyarakat 
atas kebutuhan tersebut yaitu Gadai (Ar‐Rahn) pinjaman yang mudah dan praktis 
untuk memenuhi kebutuhan dana dengan sistem gadai yang sesuai Syari’at Islam 





elektronik. Ar‐Rum (ar‐Rahn untuk Usaha Mikro) pembiayaan usaha mikro dengan 
jaminan berupa kendaraan bermotor. 
Walaupun cikal bakal lembaga gadai berasal dari Italia yang kemudian 
berkembang keseluruh dataran Eropa, perjanjian gadai ada dan diajarkan dalam 
Islam. Fikih Islam. Fikih Islam mengenal perjanjian gadai yang disebut “rahn”, yaitu 
perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan hutang. Dasar hukum rahn 
adalah Al Qur’an, khususnya surat Al-Baqarah ayat 282 yang mengajarkan agar 
perjanjian hutang-piutang itu diperkuat dengan catatan dan saksi-saksi. Dalam surah 
Al-Baqarah/2:282 yang berbunyi: 
                             
                           
                         …  
Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai 
untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan 
persaksikanlah dengan dua orang saksi orang-orang lelaki di antaramu. Jika tak 
ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan 
dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi 
mengingatkannya....  
Demekian pula dalam Al-Qur’an, Surah Al-Baqarah/2:283 : 
                                
                                







Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang 
kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang 
tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang) 
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, dalam 
menjalankan setiap aktivitas bisnis, maka para pelaku usaha/ bisnis tersebut 
bertindak dengan memperhatikan segala aturan yang ditetapkan sehingga akan 
melahirkan laporan keuangan yang accountable, adil peruntukannya agar tidak 
menimbulkan asimetri informasi, dan disajikan dengan benar tanpa menyalahi 
standar dan prinsip akuntansi yang berlaku. 
Dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 283 dijelaskan bahwa gadai pada 
hakikatnya merupakan salah satu bentuk dari konsep muamalah, dimana sikap 
menolong dan sikap amanah sangat ditonjolkan. Begitu juga dalam hadist Rasulullah 
SAW. dari Ummul Mu’minin ‘Aisyah ra. yang diriwayatkan Abu Hurairah, di sana 
nampak sikap menolong antara Rasulullah SAW. Dengan orang Yahudi saat 
Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi tersebut (Puspita, 
2013). 
Maka pada dasarnya, hakikat dan fungsi gadai dalam Islam adalah semata-
mata untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan dengan 
bentuk marhun sebagai jaminan, dan bukan untuk kepentingan komersil dengan 
mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa menghiraukan kemampuan 
orang lain. Sebagaimana dasar adanya konsep gadai syariah ini, dimana islam sangat 
memperhatikan terhadap kehidupan masyarakat yang secara esensil membutuhkan 
hal-hal yang bersifat pokok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. 





berarti menutup peluang untuk digunakan pada kegiatan ekonomi produktif dimasa 
yang akan datang. 
Pegadaian Syariah merupakan suatu lembaga pembiayaan yang dapat 
digunakan sebagai sebagai salah satu alternatif sumber pinjaman yang berada 
langsung di bawah Perum Pegadaian, dengan pengawasan Depkeu dan DSN-MUI, 
yang menyalurkan dananya atas dasar hukum gadai syariah. Pegadaian syariah saat 
ini masih menggunakan 2 (dua) instituti regulator yang berbeda, yaitu: (1) dasar 
hukumnya masih menggunakan regulasi UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, 
yang dikeluarkan oleh BI dengan mengikuti regulasi skim syariah yang ada di UU 
tersebut dan, (2) secara operasional masih mengacu pada standar dari Perum 
Pegadaian, sebagai induknya, yang dikeluarkan oleh Kementrian BUMN, 
berdasarkan Peraturan Pemerintah, yang disingkat PP No. 10 tahun 1990, tanggal 10 
April 1990, dimana Kementrian BUMN c.q. Dirjen Lembaga Keuangan sebagai 
pembina dan pengawas, memiliki wewenang tunggal terhadap masalah yang 
menyangkut kebijakan perizinan, pembinaan dan pengawasan operasional, temasuk 
Pegadaian Syariah juga. (Maemunah, 2016) 
Perkembangan Pegadaian Syariah sampai akhir Februari 2009, jumlah 
pembiayaan mencapai Rp 1.6 trilyun dengan jumlah nasabah 600 ribu orang; Jumlah 
kantor cabang berjumlah 120 buah, meskipun kondisi ini masih lebih kecil 
dibandingkan dengan kantor cabang Pegadaian Konvensional yang berjumlah 3.000 
buah, yang berarti baru 4% saja. Diharapkan pada tahun 2009 ini, besarnya 
pembiayaan sebesar Rp 2.8 trilyun dan jumlah kantor cabang pegadaian syariah 
menjadi 300 buah (Harian Republika, 16 Februari 2009). Pada tahun 2009 ini, skim 





(UKM) sebesar Rp 8.2 milyar, yang berarti lebih besar jumlahnya dari target 
awalnya, sebesar Rp 7.5 milyar. Pegadaian Syariah pada tahun ini juga akan 
mengembangkan investasi emas dengan produk Mulia(Melorose et al,. 2015). 
Nasabah dapat melunasi pinjamannya/menebus barangnya sesuai dengan 
jumlah pinjaman sebelum jangka waktu tersebut habis. Jika pinjaman tidak lunas 
dibayar sampai jangka waktu habis, maka barangnya akan hangus. Jika sudah 
hangus, maka barang tidak bisa ditebus dan akan dilelang oleh pihak pegadaian 
(Novi,2009).Gadai Syariah merupakan perjanjian antara seseorang untuk 
menyerahkan harta benda berupa emas/perhiasan/kendaraan dan/atau harta benda 
lainnya sebagai jaminan dan/atau agunan kepada seseorang dan/atau lembaga 
pegadaian syariah berdasarkan hukum gadai prinsip syariah Islam; sedangkan pihak 
lembaga pegadaian syariah menyerahkan uang sebagai tanda terima dengan jumlah 
maksimal 90% dari nilai taksir terhadap barang yang diserahkan oleh penggadai. 
Gadai dimaksud, ditandai dengan mengisi dan menandatangani Surat Bukti Gadai 
(rahn) (Saputra 2000; Said 2010).  
Menerapkan dinamika pegadaian syariah di Indonesia merupakan perkara 
yang penting karena dilihat dari sistem dan outputnya. Sistem syariah sangatlah 
bermanfaat bagi masyarakat di era sekarang. Namun masih banyak yang belum 
memahami perbedaan antara sistem konvensional dan sistem syariah secara utuh 
baik dalam konsep maupun pelaksanaannya. Lalu selain itu menilik juga sistem 
pegadaian syariah di Indonesia apakah dari konsep dan pelaksanaannya sudah sesuai 
dengan prinsip syariah pada dasarnya (Putra et al ., 2012). 
Keberadaan Pegadaian, baik itu Pegadaian Syariah maupun Pegadaian 





dari proses pencatatan akuntansi. Merupakan suatu kewajiban bagi setiap lembaga 
atau perusahaan untuk melakukan pencatatan atas aktivitas-aktivitas akuntansi yang 
terjadi dalam perusahaan sebagai bentuk akuntabilitas (accontability) manajemen 
terhadap pemilik perusahaan (stockholders) dan pihak-pihak yang berkepentingan, 
yang kemudian disajikan dalam bentuk laporan keuangan. 
Dengan tercapainya tujuan wacana dan penerapan ilmu akuntansi syariah, 
diharapkan akan mendatangkan manfaat besar bagi umat, salah satunya adalah 
menunjukkan kepada orang-orang muslim dan orang-orang nonmuslim, bahwa Islam 
itu meliputi ibadah dan muamalah yang mempunyai aturan universal, yang meliputi 
seluruh fenomena kehidupan, yang mengatur urusan-urusan kedunian dan akhirat 
(Syahatah, 2001: 12). 
Pada penerapan sistem gadai syariah, Pegadaian tentu mempunyai sistem 
perlakuan akuntansi yang berbeda dengan perlakuan akuntansi konvensional pada 
umumnya. Akuntansi dalam hal ini telah berubah sesuai dengan arah dan pengaruh 
lingkungan organisasi, seperti restrukturisasi dan perbaikan organisasi; strategi, 
struktur dan pendekatan dalam pembagian kerja, teknologi dan praktek; dan konflik 
sosial dalam organisasi. Sehingga, kebutuhan dalam menetapkan metode perlakuan 
akuntansi, harus disesuaikan dengan peraturan dan ketentuan-ketentuan syariah yang 
telah diatur. 
Setiap lembaga usaha, perusahaan, termasuk pegadaian baik syariah maupun 
konvensional membutuhkan kerangka akuntansi yang menyeluruh yang dapat 
menghasilkan pengukuran akuntansi yang tepat dan sesuai sehingga dapat 
mengomunikasikan informasi akuntansi secara tepat waktu dengan kualitas yang 





pegadaian yang satu dengan yang lainnya. Akan tetapi, pegadaian syariah tentu 
mempunyai sistem perlakuan akuntansi yang berbeda dengan perlakuan akuntansi 
konvensional pada umumnya. Kebutuhan dalam menetapkan metode pengukuran 
akuntansi, terutama pembiayaan gadai syariah harus disesuaikan dengan peraturan 
dan ketentuan-ketentuan syariah yang telah diatur. Dalam hal ini, Fatwa Dewan 
Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 
25/DSNMUI/III/2002 tentang rahn dan akad ijarah (PSAK 107) menjadi panduan 
dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang berhubungan 
dengan pembiayaan gadai syariah tersebut. Dengan demikian, hal ini akan 
menambah kepercayaan masyarakat dalam menggunakan produk yang ditawarkan 
oleh pegadaian syariah. 
B. Rumusan masalah 
Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, maka rumusan 
masalah dalam penelitian adalah : 
1. Bagaimana perlakuan akuntansi pada gadai Syariah? 
2. Bagaimana perlakuan akuntansi pada gadai Konvensional? 
3. Bagaimana perbedaan antara gadai Syariah dan gadai Konvensional? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini 
adalah: 
1. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi gadai perspektif syariah. 





3. Untuk mengetahui perbedaan perlakuan gadai syariah dan gadai 
konvensional. 
D. Penelitian Terdahulu 
Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan untuk melihat mekanisme 
apa yang harus diterapkan oleh pegadaian syariah dan pegadaian konvensional, Maka 
pada dasarnya, hakikat dan fungsi gadai dalam Islam adalah semata-mata untuk 
memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan dengan bentuk marhun 
sebagai jaminan, dan bukan untuk kepentingan komersil dengan mengambil 
keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa menghiraukan kemampuan orang lain. 
Sebagaimana dasar adanya konsep gadai syariah ini, dimana islam sangat 
memperhatikan terhadap kehidupan masyarakat yang secara esensil membutuhkan 
hal-hal yang bersifat pokok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. 
Meskipun dimasa Rasulullah SAW gadai syariah bersifat ‘sosial konsumtif’, tidak 
berarti menutup peluang untuk digunakan pada kegiatan ekonomi produktif dimasa 
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Pada penelitian Nur 
Amalia Ramadhani, 
masalah yang dibahas 








pembiayaan gadai emas 
di PT. Bank BNI syariah 
cabang Makassar dengan 
perlakuan akuntansi 
PSAK 107 terkait akad 
ijarah dan ketentuan 
fatwa DNS No. 26/DNS-
MUI/III/2002. Dari hasil 




gadai syariah rahn pada 
BNI syariah cabang 
Makassar sudah sesuai 
PSAK 107 (akad ijarah) 
dengan urain berikut:  





pendapatan dan beban 
pembiayaan gadai 
syariah 
c. Penyajian dan 
pengungkapan pada 




















Pada penelitian laili 
soraya, masalah yang di 
bahas adalah kesesuaian 
perlakuan akad dan 
perhitungan biaya ijarah 
dengan fatwa DSN N0. 
25/ DNS- MUI/III-2002. 
Serta faktor yang 
mempengaruhi 
perbedaan ijarah di 
pegadaian. dari penelitian 
ini di temukan fenomena 
bahwa biaya ijarah yang 
diterapkan perum 
pegadaian terhadap 
nasabah tidak sama 
tergantung dari besarnya 
jumlah pinjaman yang di 
berikan. Padahal menurut 
fatwa DSN No.25 tahun 
2002 gadai syariah 
memungut biaya ijarah 
(biaya pemeliharaan dan 
penyimpanan marhun) 
bukan dari besarnya 
pinjaman tetapi dari nilai 

















Dari hasil penelitian ini 
ditemukan fenomena 
bahwa sahnya 
implementasi akad ijarah 
pada pegadaian syariah 
cabang Solo baru masih 
belum sesuai dengan 
prinsip syariah hal ini 
dikarenakan praktek 
yang terjadi di lapangan 
masih terdapat beberapa 
halyang di pandang 
menyalahi norma dan 
bisnis islam diantaranya 
adalah mestinya akad 
ijarah adalah sewa 
manfaat bukan sewa 
modal, mestinya untuk 
konsumtif bisa 
menempuh Qordul hasan 




















penerapan akuntansi rahn 
di pegadaian syariah 
cabang Jember sudah 





Jember  untuk produk gadai 
syariah. Hanya saja 
terdapat perbedaan dalam 
pengakuan atas transaksi 
gadai syariah. Sedangkan 
untuk produk 
pembiayaan MULIA 
juga telah sesuai dengan 
PSAK 102 namun juga 
terdapat perbedaan dalam 
pengakuannya. Selain itu 
juga terdapat perbedaan 
pengakuan atas emas 
yang menjadi obyek dari 


















Pada hasi penelitian ini 
BANK Indonesia telah 
mengeluarkan peraturan 
mengenai produk-produk 
yang akan di tawarkan 
oleh Bank syariah kepada 
nasabahnya. Yaitu 
melalui peraturan Bank 
Indonesia 
No.10/17/PBI/2008 
tentang Bank syariah dan 
Unit usaha syariah. 





dasarnya tidak melanggar 
hukum atau peraturan 
nasional.  Adapun 
kesimpulan dari hasil 
penelitian ini  
1. Prosedur pembiayaan 
gadai emas syariah 
yang digunakan Bank 
BJB syariah dapat 
mudah di pahami 
oleh nasabah  
2. Perlakuan akuntansi 
pembiayaan gadai 
emas syariah yang di 
gunakan Bank BJB 
syariah telah sesuai 
dengan PSAK 107.  
E. Nonelty Penelitian 
Dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nur Amalia Ramadhani 2012 
yaitu masalah yang dibahas pada penelitian ini terkait kesesuaian perlakuan 
pembiayaan gadai emas di PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar dengan 
perlakuan akuntansi PSAK 107 terkait akad ijarah dan ketentuan fatwa DNS No. 
26/DNS-MUI/III/2002, adapun penelitian terdahulu yang dilakukan Laili Soraya 
2010 yaitu, masalah yang di bahas adalah kesesuaian perlakuan akad dan 
perhitungan biaya ijarah dengan fatwa DSN N0. 25/ DNS- MUI/III-2002. Serta 
faktor yang mempengaruhi perbedaan ijarah di pegadaian, pada penelitian yang 





sahnya implementasi akad ijarah pada pegadaian syariah cabang Solo baru masih 
belum sesuai dengan prinsip syariah hal ini dikarenakan praktek yang terjadi di 
lapangan masih terdapat beberapa hal yang di pandang menyalahi norma dan bisnis 
islam diantaranya adalah mestinya akad ijarah adalah sewa manfaat bukan sewa 
modal, mestinya untuk konsumtif bisa menempuh Qordul hasan (pinjaman tanpa 
bunga). 
Pada penelitian terdahulu belum ada yang mengangkat masalah perbandingan 
perlakuan akuntansi antara gadai syariah dan gadai konvensional, dari sini peneliti 
mengangkat masalah perbandingan, agar masyarakat atau nasabah dapat mengetahui 
seperti apa perbandingan antara gadai syariah dan gadai konvensional, dan mana 
yang lebih efektif untuk dilakukan masyarakat, karena masyarakat yang 
berpengasilan rendah dan para pengusaha kecil sangat membutuhkan yang namanya 
lembaga pembiayaan yamg mempunyai kantor yang tersebar di berbagai tempat dan 
dapat memberikan pembiayaan dengan cara sederhana dan sesuai dengan tingkat 
kemampuan (golongan ekonomi) dan pengetahuan mereka. 
F. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoretis dalam aspek tersebut penelitian ini diharapkan dapat 
menyempurnakan Shari’ah Enterprise Theory (SET)  Tuhan sebagai Pusat 
Dari beberapa diskusi telah diketahui bahwa ET lebih sarat dengan nilai-nilai 
kapitalisme, sehingga akuntansi syari’ah lebih cenderung pada enterprise 
theory (Baydoun and Willett 1994; Harahap 1997; Triyuwono 2000a). SET 
yang dikembangkan berdasarkan pada metafora zakat pada dasarnya 
memiliki karakter keseimbangan. Secara umum, nilai keseimbangan yang 
dimaksud adalah keseimbangan antara nilai-nilai maskulin dan nilai-nilai 





menyeimbangkan nilai egoistik (maskulin) dengan nilai altruistik (feminin), 
nilai materi (maskulin) dengan nilai spiritual (feminin), dan seterusnya. 
Dalam syari’ah Islam, bentuk keseimbangan tersebut secara konkrit 
diwujudkan dalam salah satu bentuk ibadah, yaitu zakat. 
2. Manfaat Praktis dalam aspek tersebut penelitian ini diharapkan dapat menjadi 
masukan bagi pegadaian dalam menetapkan kebijakan, dalam memberikan 
pertolongan kepada orang yang membutuhkan dengan bentuk mahrun 
sebagai jaminan, dan bukan untuk kepentingan komersil dengan mengambil 
keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa menghiraukan kemampuan orang 




A. Shari’ah Enterprise Theory 
Shari’ah Enterprise Theory (SET) Tuhan sebagai Pusat Dari beberapa diskusi 
telah diketahui bahwa ET lebih sarat dengan nilai-nilai kapitalisme, sehingga 
akuntansi syari’ah lebih cenderung pada enterprise theory (Baydoun and Willett 
1994; Harahap 1997; Triyuwono 2000a). Namun demikian, enterpise theory perlu 
dikembangkan lagi agar memiliki bentuk yang lebih dekat lagi dengan syari’ah. 
Pengembangan dilakukan sedemikian rupa, hingga akhirnya diperoleh bentuk teori 
dikenal dengan istilah Shari’ah Enterprise Theory (SET) (Triyuwono 2006a, 350-56 
). SET yang dikembangkan berdasarkan pada metafora zakat pada dasarnya memiliki 
karakter keseimbangan. Secara umum, nilai keseimbangan yang dimaksud adalah 
keseimbangan antara nilai-nilai maskulin dan nilai-nilai feminin (Hines 1992; 
Triyuwono 2000b, ix-xxxvi; Triyuwono 2006a). SET menyeimbangkan nilai egoistik 
(maskulin) dengan nilai altruistik (feminin), nilai materi (maskulin) dengan nilai 
spiritual (feminin), dan seterusnya. Dalam syari’ah Islam, bentuk keseimbangan 
tersebut secara konkrit diwujudkan dalam salah satu bentuk ibadah, yaitu zakat. 
Zakat (yang kemudian dimetaforakan menjadi “metafora zakat”) secara implisit 
mengandung nilai egoistik-altruistik, materi-spiritual, dan individu-jama’ah.  
Konsekuensi dari nilai keseimbangan ini menyebabkan SET tidak hanya 
peduli pada kepentingan individu (dalam hal ini pemegang saham), tetapi juga pihak-
pihak lainnya. Oleh karena itu, SET memiliki kepedulian yang besar pada 
stakeholders yang luas. Menurut SET, stakeholders meliputi Tuhan, manusia, dan 
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alam. Tuhan merupakan pihak paling tinggi dan menjadi satu-satunya tujuan hidup 
manusia. Dengan menempatkan Tuhan sebagai stakeholder tertinggi, maka tali 
penghubung agar akuntansi syari’ah tetap bertujuan pada “membangkitkan kesadaran 
keTuhanan” para penggunanya tetap terjamin. Konsekuensi menetapkan Tuhan 
sebagai stakeholder tertinggi adalah digunakannya sunnatuLlah sebagai basis bagi 
konstruksi akuntansi syari’ah. Intinya adalah bahwa dengan sunnatuLlah ini, 
akuntansi syari’ah hanya dibangun berdasarkan pada tata-aturan atau hukum-hukum 
Tuhan. 
Stakeholder kedua dari SET adalah manusia. Di sini dibedakan menjadi dua 
kelompok, yaitu direct-stakeholders dan indirect–stakeholders. Direct-stakeholders 
adalah pihak-pihak yang secara langsung memberikan kontribusi pada perusahaan, 
baik dalam bentuk kontribusi keuangan (financial contribution) maupun non-
keuangan (non-financial contribution). Karena mereka telah memberikan kontribusi 
kepada perusahaan, maka mereka mempunyai hak untuk mendapatkan kesejahteraan 
dari perusahaan. Sementara, yang dimaksud dengan indirect-stakeholders adalah 
pihak-pihak yang sama sekali tidak memberikan kontribusi kepada perusahaan (baik 
secara keuangan maupun non-keuangan), tetapi secara syari’ah mereka adalah pihak 
yang memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan. 
Golongan stakeholder terakhir dari SET adalah alam. Alam adalah pihak 
yang memberikan kontribusi bagi mati-hidupnya perusahaan sebagaimana pihak 
Tuhan dan manusia. Perusahaan eksis secara fisik karena didirikan di atas bumi, 
menggunakan energi yang tersebar di alam, memproduksi dengan menggunakan 
bahan baku dari alam, memberikan jasa kepada pihak lain dengan menggunakan 
energi yang tersedia di alam, dan lain-lainnya. Namun demikian, alam tidak 
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menghendaki distribusi kesejahteraan dari perusahaan dalam bentuk uang 
sebagaimana yang diinginkan manusia. Wujud distribusi kesejahteraan berupa 
kepedulian perusahaan terhadap kelestarian alam, pencegahan pencemaran, dan lain-
lainnya. 
Shari’ah Enterprise Theory (SET) menujukkan bahwa dalam 
perkembangannya, Pegadaian Syariah punya peranan yang besar dalam kehidupan 
masyarakat, khususnya untuk golongan menengah ke bawah tersebut, seperti slogan 
yang selalu disampaikan pihak gadai syariah, “Mengatasi Masalah Sesuai Syariah”. 
Dengan prosedur yang sederhana, mudah dan cepat, sehingga dana dapat segera 
diperoleh guna dapatdimanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya. Layanan Pegadaian 
Syariah dapat memenuhi kebutuhan nasabah dan persyaratan dalam hal pinjaman 
jangka pendek (Roikha, 2017).Dimana konsep operasional Pegadaian Syariah 
mengacu pada sistem administrasi modern yaiitu azas rasionalitas, efesiensi, dan 
efektifitas yang diselaraskan dengan nilai islam.  
Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 283 menjelaskan bahwa gadai pada 
hakikatnya merupakan salah satu bentuk dari konsep muamalah, dimana sikap 
menolong dan sikap amanah sangat ditonjolkan. Begitu juga dalam hadits Rasulullah 
SAW.dari Ummul Mu’minin ‘Aisyah ra. yang diriwayatkan Abu Hurairah, disana 
nampak sikap menolong antara Rasulullah SAW.dengan orang Yahudi saat 
Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya kepada orang yahudi tersebut. Maka 
pada dasarnya, hakikat dan fungsi pegadaian dalam islam adalah semata-mata untuk 
memberikan pinjaman pertolongan kepada orang yang membutuhkan dengan bentuk 
marhun sebagai jaminan, dan bukan untuk kepentingan komersil dengan mengambil 
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keuntungan sebesar-besarnya tanpa menghiraukan kemampuan orang lain (Rais, 
2006: 41). 
Gadai syariah pada dasarnya, sebagai bagian dari sistem keuangan yang 
merupakan tatanan dalam perekonomian suatu negara yang memiliki peran, terutama 
dalam menyediakan jasa-jasa di bidang keuangan. Karena gadai syariah bagian dari 
lembaga nonperbankan yang dalam usahanya tidak diperkenankan menghimpun dana 
secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maka gadai syariah hanya 
diberikan wewenang untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat/nasabah 
(Maharani, 2008). 
B. Konsep Gadai Syariah 
1. Pengertian Gadai Syariah 
Pegadaian merupakan lembaga keuangan yang berkembang pesat di 
Indonesia ini, dimana lembaga keuangan tersebut tumbuh kembang terus menerus 
dari yang pertama merupakan perusahaan jawatan, berubah menjadi perusashaan 
umum dan sekarang telah menjadi Perseroan Terbatas (PT). PT. Pegadaian ini pada 
awalnya juga hanya merupakan perusahaan yang bergerak secara umum atau hanya 
berbasis konvensional, seiring berjalannya waktu,maka perusahaan tersebut tumbuh 
dan berkembang dengan munculnya PT. Pegadaian Syari'ah (Eko dan Agususwati, 
2015). 
Gadai syariah merupakan produk jasa gadai yang berlandaskan prinsip 
syariah dimana, nasabah tidak dikenakan bunga atas pinjaman yang diperoleh 
melainkan hanya perlu membayar biaya administrasi, biaya jasa simpan dan biaya 
pemeliharaan barang jaminan (ijarah). Dalam transaksi Gadai Syariah (Rahn) uang 
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atau dana yang dipinjamkan berbentuk pertolongan yang tidak mengharapkan 
tambahan atas hutang tersebut. Jika dalam praktik gadai ternyata ada yang dibayar 
selain pokok pinjaman adalah uang administrasi dan pemeliharaan marhun bih, yang 
biayanya dihitung dari besaran nilai taksiran. Jika gadai dihitung berdasarkan “sewa” 
barang atau berdasarkan uang yang dipinjamkan maka gadai ini merupakan 
penyimpangan dari makna gadai dan termasuk transaksi riba . 
Ar-rahn (gadai) adalah harta yang dijadikan jaminan utang (pinjaman) agar 
bisa dibayar dengan harganya oleh pihak yang wajib membayarnya, jika dia gagal 
(berhalangan) melunasinya (Wiroso, 2013). Selain pendapat dukungan mengenai 
gadai syariah ini, masyarakat yang menentang pun memiliki argumen yang cukup 
kuat terkait keraguan mereka atas praktik gadai syariah di Indonesia. Terdapat 
beberapa alasan yang mendasari keraguan tersebut. Pertama, terjadi penggabungan 
dua akad menjadi satu akad (multi akad) yang dilarang syariah, yaitu akad gadai 
(atau akad qardh) dan akad ijarah (biaya simpan). Nasabah yang menggadaikan 
barangnya akan mendapat pinjaman senilai tertentu sesuai perhitungan bank, dan 
selanjutnya nasabah wajib membayar biaya 'jasa pemeliharaan' emas sesuai yang 
ditetapkan bank (Tarmizi, 2013). 
Menurut Imam Taqiyyudin Abu Bakar Al Husaini mendefinisikan rahn 
sebagai akad/perjanjian, utang piutang dengan menjadikan marhun sebagai 
kepercayaan/penguat, marhun bih dan murtahin berhak menjual/melelang barang 
yang digadaikan itu pada saat ia menuntut haknya. Barang yang dijadikan jaminan 
utang adalah semua barang yang dapat diperjualbelikan, artinya semua barang yang 
dapat dijual itu dapat digadaikan.Nasaruddin (2014) Gadai syariah dalam islam 
adalah Rahn yang mempunayai arti menahan salah satu harta milik si peminjam 
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(rahin) sebagai jaminan atas atas pinjaman yang diterima dari peminjam atau  
murtahin.Rahn terjadi karena adaya transaksi muamalah tidak secara tunai (hutang 
piutang). Saputra dan Mahalli (2012) Gadai Syariah merupakan perjanjian antara 
seseorang untuk menyerahkan harta benda berupa emas/perhiasan/kendaraan 
dan/atau harta benda lainnya sebagai jaminan dan/atau agunan kepada seseorang 
dan/atau lembaga pegadaian syariah berdasarkan hukum gadai prinsip syariah Islam; 
sedangkan pihak lembaga pegadaian syariah menyerahkan uang sebagai tanda terima 
dengan jumlah maksimal 90% dari nilai taksir terhadap barang yang diserahkan oleh 
penggadai. Gadai dimaksud, ditandai dengan mengisi dan menandatangani Surat 
Bukti Gadai (rahn). 
2. Dasar Hukum Gadai Syariah 
Tidak semua orang memiliki kepercayaan untuk memberikan pinjaman/utang 
kepada pihak lain. Untuk membengun suatu kepercayaan, diperlukan adanya jaminan 
(gadai) yang dapat dijadikan pegangan. Dalil-dalil hukum disyariatkannya gadai 
sebagai jaminan utang adalah : 
“Jika kalian dalam perjalanan (bermuamalah tidak secara tunai),sementara 
kalian tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang 
tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian 
kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu 
menunaikan amanat (utangnya) dan hendaklah bertakwa kepada Allah 
Tuhannya” (QS.Al-Baqarah : 283). 
Kutipan ayat “Maka hendaknya ada barang tanggungan yang dipegang” 
merupakan anjuran memberikan jaminan untuk membina kepercayaan. Akan tetapi 
jika sebagian kamu saling mempercayai (meskipun tanpa jaminan), hendaklah yang 
dipercaya itu manunaikan amanatnya. 
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“Dari Aisyah r.a menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah membeli 
makanan dari seorang Yahudi, dan dia menggadaikan baju besinya” (HR. 
Bukhari dan Muslim). 
Berdasarkan dalil-dalil tersebut jumhur ulama menyepakati kebolehan status 
hukum gadai. Agar gadai tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, 
maka diperlukan adanya petunjuk (fatwa) dari instituti yang berwenang. Di Indonesia 
lembaga yang mempunyai kewenangan untuk memberikan fatwa adalah Dewan 
Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Terkait dengan gadai, 
fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan adalah : 
a. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No.25/DNS 
MUI/III/2002 tentang Rahn. 
b. Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia No.26/DNS-
MUI/III/2002 tentang Rahn Emas. 
c. Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia No.09/DNS-
MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah. 
d. Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia No.10/DNS-
MUI/IV/2000 tentang Wakalah 
e. Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia No.43/DNS-
MUI/VII/2004 tentang Ganti Rugi 
Zainuddin Ali dalam Erangga (2015)mengungkapkan bahwa rahn dapat 
dilakukan ketika dua pihak yang bertransaksi sedang melakukan perjalanan 
(musafir), dan transaksi yang demikian ini harus dicatat dalam sebuah berita acara 
dan ada orang yang menjadi saksi terhadapnya. Penerima gadai (murtahin) juga 
dibolehkan tidak menerima barang jaminan (marhun) dari pemberi gadai (rahin) 
dengan alasan bahwa murtahin meyakini pemberi gadai (rahin) tidak akan 
25 
 
menghindar dari kewajibannya. Fungsi barang gadai (marhun) adalah untuk menjaga 
kepercayaan masing-masing pihak, sehingga penerima gadai (murtahin) meyakini 
bahwa pemberi gadai (rahin). 
3. Hakekat dan Fungsi Pegadaian Syariah 
Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 283 dijelaskan bahwa gadai pada hakikatnya 
merupakan salah satu bentuk dari konsep muamalah, dimana sikap menolong dan 
sikap amanah sangat ditonjolkan. Begitu juga dalam hadits Rasulullah SAW.dari 
Ummul Mu’minin ‘Aisyah ra. yang diriwayatkan Abu Hurairah, disana nampak 
sikap menolong antara Rasulullah SAW.dengan orang Yahudi saat Rasulullah SAW 
menggadaikan baju besinya kepada orang yahudi tersebut. Maka pada dasarnya, 
hakikat dan fungsi pegadaian dalam islam adalah semata-mata untuk memberikan 
pinjaman pertolongan kepada orang yang membutuhkan dengan bentuk marhun 
sebagai jaminan, dan bukan untuk kepentingan komersil dengan mengambil 
keuntungan sebesar-besarnya tanpa menghiraukan kemampuan orang lain (Rais, 
2006: 41). 
Gadai syariah pada dasarnya, sebagai bagian dari sistem keuangan yang 
merupakan tatanan dalam perekonomian suatu negara yang memiliki peran, terutama 
dalam menyediakan jasa-jasa di bidang keuangan. Karena gadai syariah bagian dari 
lembaga nonperbankan yang dalam usahanya tidak diperkenankan menghimpun dana 
secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maka gadai syariah hanya 






4. Produk –Produk Pegadaian Syariah 
Dalam perkembangan saat ini, bentuk perolehan pendapatan Pegadaian 
syariah dapat berupa transaksi yang berasal dari biaya administrasi (qardhulhasan), 
jasa penyimpanan (ijarah), jasa taksiran, galeri, dan bagi hasil atau profitloss sharing 
(PLS) dari skim rahn, mudharabah, ba’i muqayyadah, maupun musyarakah Produk 
dan jasa yang dapat ditawarkan oleh gadai syariah kepada masyarakat, yaitu antara 
lain: 
a. Pemberian pinjaman/pembiayaan atas dasar hukum gadai syariah 
Pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai syariah berarti mensyaratkan 
pemberian pinjaman atas dasar penyerahan barang bergerak oleh rahin. 
Konsekuensinya bahwa jumlah pinjaman yang diberikan kepada masing peminjam 
sangat dipengaruhi oleh nilai barang bergerak dan tidak bergerak yang akan 
digadaikan. 
b. Penaksiran Nilai Barang 
Pegadaian syariah dapat memberikan jasa penaksiran atas nilai suatu barang. 
Jasa ini dapat diberikan gadai syariah karena perusahaan ini mempunyai peralatan 
penaksir, serta petugas yang sudah berpengalaman dan terlatih dalam menaksir nilai 
suatu barang yang akan digadaikan. Barang yang akan ditaksir pada dasarnya, 
meliputi semua barang bergerak dan tidak bergerak yang dapat digadaikan. Jasa 
taksiran diberikan kepada mereka yang ingin mengetahui kualitas, terutama 
perhiasan, seperti: emas, perak, dan berlian. Masyarakat yang memerlukan jasa ini, 
biasanya ingin mengetahui nilai jual wajar atas barang berharganya yang akan dijual. 
Atas jasa penaksiran yang diberikan, gadai syariah memperoleh penerimaan dari 
pemilik barang berupa ongkos penaksiran. 
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c. Penitipan Barang (Ijarah) 
Gadai syariah dapat menyelenggarakan jasa penitipan barang (ijarah), karena 
perusahaan ini mempunyai tempat penyimpanan barang bergerak, yang cukup 
memadai. Gudang dan tempat penyimpanan barang bergerak lain milik gadai 
syariah, terutama digunakan menyimpan barang yang digadaikan. engingat gudang 
dan tempat penyimpanan lain ini tidak selalu dimanfaatkan penuh, maka kapasitas 
menganggur tersebut dapat dimanfaatkan untuk memberikan jasa lain, berupa 
penitipan barang. Jasa titipan/penyimpanan, sebagai fasilitas pelayanan barang 
berharga dan lainlain agar lebih aman, seperti: barang/surat berharga (sertifikat 
motor, tanah, ijasah, dll.) yang dititipkan di Pegadaian syariah.  
d. Gold Counter 
Jasa ini menyediakan fasilitas tempat penjualan emas eksekutif yang terjamin 
sekali kualitas dan keasliannya. Gold counter ini semacam toko dengan emas Galeri 
24, setiap perhiasan masyarakat yang dibeli di toko perhiasan milik pegadaian akan 
dilampiri sertifikat jaminan, untuk merubah image dengan mencoba menangkap 
pelanggan kelas menengah ke atas. Dengan sertifikat itulah masyarakat akan merasa 
yakin dan terjamin keaslian dan kualitasnya dan lain-lain. 
5.  Mekanisme Pegadaian Syariah 
Haerisma, Operasi pegadaian syariah mengambarkan hubungan di antara 
nasabah dan pegadaian. Adapun teknis pegadaian syari'ah adalah sebagai berikut; 
a. nasabah menjaminkan barang kepada pegadaian syari'ah untuk mendapatkan 
pembiayaan. Kemudian pegadaian menaksir barang jaminan untuk di jadikan 
dasar didalam memberikan pembiayaan. 
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b. pegadaian syari'ah dan nasabah menyetujui akad gadai. akad ini mengenai 
beberapa hal, seperti biaya gadaian, jatuh tempo gadai, dan sebagainya. 
c. pegadaian syari'ah menerima biaya gadai, seperti biaya penitipan, biaya 
pemeliharaan, penjagaan yang dibayar pada awal transaksi oleh nasabah. 
d. nasabah menebus barang yang digadaikan setelah jatuh tempo. 
Mekanisme operasional gadai syariah sangat penting untuk diperhatikan, 
karena jangan sampai operasional gadai syariah tidak efektif dan efisien. Mekanisme 
operasional gadai syariah haruslah tidak menyulitkan calon nasabah yang akan 
meminjam uang atau akan melakukan akad hutang-piutang. Akad yang dijalankan, 
termasuk jasa dan produk yang dijual juga harus selalu berlandaskan syariah (Al-
Qur’an, Al-Hadist, dan Ijma Ulama), dengan tidak melakukan kegiatan usaha yang 
mengadung unsur riba’, maisir, dan gharar. 
Untuk mencapai keabsahan, rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam 
perjanjian gadai adalah : 
a. Aqidain terdiri dari pihak yang menggadaikan (rahin) dan penerima gadai 
(murtahin). 
 Agar keabsahan gadai dapat tercapai, maka masing-masing pihak harus 
memenuhi syarat sebagai subjek hukum. Dalam dunia bisnis, pihak yang menerima 
gadai biasanya berupa perusahaan pegadaian. 
b. Objek rahn adalah barang yang digadaikan (marhun). 
Keberadaan marhun berfungsi sebagai jaminan mendapatkan pinjaman/utang 
(marhun bih). Para fuqoha berpendapat, bahwa setiap harta benda (al-mal) yang sah 
diperjualbelikan, berarti sah pula untuk dijadikan sebagai jaminan utang (marhun). 
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Dalam suatu riwayat Rasululah SAW bersabda (Al-Jaziri) :“Setiap barang yang 
diperjual belikan, boleh pula dijadikan sebagai jaminan” 
Gadai Syariah (Rahn) adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada 
prinsip-prinsip Syariah, dimana nasabah hanya akan dibebani biaya administrasi dan 
biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan. Pegadaian Syariah PT. 
Pegadaian (Persero) memungut biaya tidak berbentuk bunga, tetapi berupa biaya 
penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran. Biaya gadai syariah lebih kecil 
dan hanya sekali saja (Anita, 2011). 
Dalam perjanjian gadai, benda yang dijadikan objek jaminan (marhun) tidak 
harus diselesaikan secara langsung, tetapi boleh melalui bukti kepemilikan. 
Penyerahan secara langsung berlaku pada harta yang dapat dipindahkan (mal al-
manqul), sedangkan penyerahan melalui bukti kepemilikan berlaku pada harta yang 
tidak bergerak (mal al-’uqar). Menjadikan bukti kepemilikan sebagai jaminan 
pembayaran utang (marhun), hukumnya dibolehkan selama memiliki kekuatan 
hukum. 
c. Adanya kesepakatan ijab qabul (sighat  akad) 
Lafadz ijab qabul dapat saja dilakukan baik secara tertulis maupun lisan, yang 
penting didalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai. Para fuqaha 
sepakat, bahwa perjanjian gadai mulai berlaku sempurna ketika barang yang 
digadaikan (marhun) secara hukum telah berada ditangan pihak berpiutang 
(murtahin). Apabila barang gadai telah dikuasai (al-qabdh) oleh pihak berpiutang, 
begitu pula sebaliknya, maka perjanjian gadai bersifat mengikat kedua belah pihak. 
Pernyataan ijab qabul yang terdapat dalam gadai tidak boleh digantungkan (mu’alaq) 
dengan syarat tertentu yang bertentangan dengan hakikat rahn. 
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Menurut Soemitra (2009: 395) untuk mengajukan permohonan gadai, calon 
nasabah harus terlebih dahulu memenuhi ketentuan berikut: 
1) Membawa foto kopi KTP atau identitas lainnya (SIM, Paspor, dan lain-lain). 
2) Mengisi formulir permintaan rahn. 
3) Menyerahkan barang jaminan (marhun) bergerak, seperti perhiasan emas, 
berlian, kendaraan bermotor, barang-barang elektronik. 
Adapun menurut Syafi’iyah bahwa barang yang dapat digadaikan itu berupa 
semua barang yang boleh dijual. Menurut pendapat ulama yang rajih (unggul) bahwa 
barang-barang tersebut harus memiliki tiga syarat, yaitu: 
1) Berupa barang yang berwujud nyata didepan mata, karena barang nyata itu 
dapat diserahterimakan secara langsung. 
2) Barang tersebut menjdi milik rahin, karena sebelum tetap barang tersebut 
tidak dapat digadaikan. 
3) Barang yang digadaikan harus berstatus sebagai piutang bagi pemberi 
pinjaman. 
Selanjutnya, prosedur pemberian pinjaman (Marhun Bih) dilakukan sebagai 
berikut : 
1) Nasabah mengisih formulir permintaan rahn. 
2) Nasabah menyerahkan formulir permintaan rahn yang dilampiri dengan 
fotokopi; identitas dan jaminan ke loket. 
3) Petugas Pegadaian menaksir (marhun) agunan yang diserahkan. 
4) Besarnya pinjaman/marhun bih adalah sebesar 90% dari taksiran marhun 
5) Apabila disepakati besarnya pinjaman, nasabah menandatangani akad dan 
menerima uang pinjaman. 
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6. Konsep Gadai Konvensional 
1. Pengertian Pegadaian  
Pegadaian merupakan lembaga keuangan dimana dalam setiap aktivitasnya 
tidak akan lepas dari proses pencatatan akuntansi. Penerapan pada akuntansi syariah 
tentu sangat berbeda dengan penerapan yang terdapat pada akuntansi konvensional. 
Perbedaannya adalah, pada akuntansi syariah tidak mengandung maysir, gharar, dan 
riba sedangkan dalam akuntansi konvensional masih terdapat bunga (Lina dan 
Suprayono, 2015). 
Gadai merupakan suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas 
suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau 
oleh seorang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada orang yang 
berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan 
dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya; dengan pengecualian biaya untuk 
melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan 
setelah barang itu digadaikan (Herfika, 2013). 
Perusahaan umum pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia, 
yang secara resmi mempunyai ijin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan 
berupa, pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum 
gadai seperti dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150. 
Tugas pokoknya adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum 
gadai. Undang-undang ini di atur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 103 




1. Tujuan dan Fungsi Pegadaian 
Menurut Wakyuhdin dan Rais (2009) Pegadaian konvensional merupakan 
lembaga keuangan bukan bank, yang menyalurkan pinjaman/pembiayaan dengan 
pengikatan cara gadai. Ada dua hal yang membuat pegadaian menjadi bentuk usaha 
lembaga keuangan bukan bank. 
a. Transaksi pembiayaan yang diberikan oleh pegadaian mirip dengan 
pinjaman/pembiayaan melalui bank, namun diatur secara terpisah atas dasar 
hukum gadai, dan bukan dengan peraturan mengenai pinjam-meminjam biasa; 
b. Usaha pegadaian di Indonesia secara legal masih dimonopoli oleh hanya satu 
badan usaha saja, yaitu di bawah Perum Pegadaian 
Perum Pegadaian sebagai badan usaha yang memonopoli atau satu-satunya 
lembaga formal di Indonesia yang berdasarkan hukum diperbolehkan melakukan 
pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai, memiliki 
tugas pokok, yaitu untuk menjembatani kebutuhan dana masyarakat dengan memberi 
uang pinjaman/pembiayaan berdasarkan hukum gadai dan usaha-usaha lain yang 
berhubungan dengan tujuan pegadaian atas dasar materi. Tugas tersebut untuk 
membantu masyarakat agar tidak terjerat dalam praktik lintah darat, ijon atau pelepas 
uang lainnya (money lender), dalam usahanya untuk memenuhi kehidupan hidupnya 
sehari-hari. 
Sifat usaha Pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi 
kemanfaatan umum, dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip 
pengelolaan. Oleh karena itu, Pegadaian memiliki tujuan sebagai berikut: 
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a. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program 
pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya 
melalui penyaluran uang pinjaman/pembiayaan atas dasar hukum gadai 
b. Untuk mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh ke 
tangan para pelepas uang atau tukang ijon atau tukang rentenir yang bunganya 
relatif tinggi; 
c. Mencegah praktik pegadaian gelap dan pinjaman yang tidak wajar. 
Kemudian dalam PP RI No. 103 tahun 2000, tujuan Pegadaian kembali 
dipertegas, yaitu: meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama golongan 
menengah ke bawah, melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai. Juga menjadi 
penyedia jasa di bidang keuangan lainnya, berdasarkan ketentuan per-UU-an yang 
berlaku, serta menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktik riba, dan 
pinjaman yang tidak wajar lainnya (Wakhyudin dan Rais, 2009). Sedangkan fungsi 
pokok Pegadaian menurut Usman1 adalah sebagai berikut: 
a. Mengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara 
mudah, cepat, aman, dan hemat; 
b. Menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha lain yang menguntungkan bagi 
lembaga Pegadaian maupun masyarakat; 
c. Mengelola keuangan, perlengkapan, kepegawaian, dan diklat; 
d. Mengelola organisasi, tata kerja dan tata laksana Pegadaian; dan 




3. Produk dan Jasa Pegadaian Konvensional 
Sebagai lembaga keuangan non bank yang berfungsi majemuk,maka di dalam 
menjalankan kegiatan usahanya Perum Pegadaian mempunyai beberapa produk dan 
jasa yang dapat dimanfaatkan, yaitu meliputi :  
a. Pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai. 
Rahchmat (2011) pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai berarti 
mensyaratkan pemberian pinjaman atas dasar penyerahan barang bergerak oleh 
penerima pinjaman. Konsekuensinya adalah jumlah atau nilai pinjaman yang 
diberikan kepada masing-masing peminjam sangat dipengaruhi oleh nilai barang 
bergerak yang akan digadaikan 
b. Penaksiran nilai barang. 
Jasa ini dapat diberikan oleh Perum Pegadaian karena perusahaan ini 
mempunyai peralatan penaksir serta petugas-petugas yang sudah berpengalaman dan 
terlatih dalam menaksir nilai suatu barang yang akan digadaikan. Barang yang 
ditaksir pada dasarnya meliputi semua barang bergerak yang bisa digadaikan, 
terutama emas, berlian, dan intan. Atas jasa yang diberikan Perum Pegadaian 
memperoleh penerimaan dari pemilik barang berupa ongkos penaksiran. 
c. Penitipan barang. 
Perum Pegadaian dapat menyelenggarakan jasa tersebut karena perusahaan 
ini mempunyai tempat penyimpanan barang bergerak yang cukup memadai. 
Mengingat gudang dan tempat penyimpanan lain ini tidak selalu dimanfaatkan penuh 
atau ada kalanya terdapat kapasitas menganggur, maka dapat dimanfaatkan untuk 
memberikan jasa lain berupa penitipan barang. Masyarakat menitipkan barang di 
Pegadaian pada dasarnya karena alasan keamanan penyimpanan, terutama bagi 
35 
 
masyarakat yang akan meninggalkan rumahnnya untuk jangka waktu yang lama. 
Atas jasa yang diberikan, Perum Pegadaian memperoleh penerimaan dari pemilik 
barang berupa ongkos penitipan. 
d. Jasa lain. 
Disamping ketiga jenis jasa diatas, kantor Perum Pegadaian tertentu juga 
menawarka jasa lain seperti : 
1) Penjualan Koin Emas ONH, yaitu penjualan emas yang berbentuk koin yang 
bisa digunakan untuk tujuan persiapan dana pergi haji bagi pembelinya. 
Selain untuk haji, konsumen juga bisa membeli emas untuk tujuan investasi 
lain, dan tidak harus selalu untuk haji. 
2) Krasida, adalah Kredit Angsuran Sistem Gadai yang merupakan pemberian 
pinjaman kepada para pengusaha mikro dan kecil (dalam rangka 
mengembangkan usaha) atas dasar gadai yang pengembalian pinjamannya 
dilakukan melalui angsuran. 
3) Kreasi, adalah Kredit Angsuran Fidusia. Produk ini merupakan modifikasi 
dari Kredit Kelayakan Usaha (KKUP). Kreasi merupakan pemberian 
pinjaman kepada para pengusaha mikro dan kecil dengan konstruksi 
penjaminan secara fidusia dan pengembalian pinjamannya dilakukan melalui 
angsuran. 
4) Kresna, adalah Kredit Serba Guna. Merupakan pemberian pinjaman kepada 
pegawai/karyawan dengan penghasilan tetap dalam rangka kegiatan 
produktif/konsumtif dengan pengembalian secara angsuran. 
5) Galeri 24, yaitu Toko Emas yang khusus merancang desain dan menjual 
perhiasan emas dengan Sertifikat Jaminan sesuai karatase perhiasan emas, 
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jadi perhiasan bukan merupakan barang jaminan nasabah yang tidak ditebus. 
Jaminan kepastian ini belum tentu diperoleh ditoko emas lain. 
4. Prosedur dan Mekanisme Pegadaian Konvensionl 
Dalam menentukan besarnya jumlah pinjaman yang akan diberikan, 
Pegadaian harus menaksir barang jaminan terlebih dahulu. Untuk itu, maka 
Pegadaian memiliki ahli taksir yang dengan cepat dapat menaksir nilai barang 
jaminan tersebut. Pegadaian juga memiliki timbangan dan alat ukur tertentu, seperti 
alat untuk mengukur karat emas atau gram emas yang kesemuanya bertujuan untuk 
menentukan besarnya jumlah pinjaman yang akan diberikan. Nilai taksiran yang 
diberikan pasti lebih rendah dari nilai pasar, hal ini bertujuan apabila terjadi 
kemacetan pada pembayaran pinjaman, maka pihak Pegadaian dapat dengan mudah 
melelang jaminan yang diberikan nasabah dibawah harga pasar. Pada umumnya 
pegadaian hanya melayani sampai jumlah tertentu dan biasanya yang menggunakan 
jasa Pegadaian adalah masyarakat menengah kebawah. Kepada nasabah yang 
memperoleh pinjaman akan dikenakan sewa modal (bunga pinjaman) perbulan yang 
besarnya dapat berubah-ubah sesuai dengan bunga pasar. 
D. Perlakuan Akuntansi 
1. Perlakuan Akuntansi Gadai Syariah 
Menurut Soemitra (2009:387), pada dasarnya Pegadaian Syariah berjalan 
diatas dua akad transaksi syariah yaitu : 
a. Akad Rahn. Rahn yang dimaksud adalah manahan harta milik sipeminjam 
sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan 
memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian 
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piutangnya. Dengan akad ini, pegadaian menahan barangbergerak sebagai 
jaminan atas utang nasabah.  
b. Akad Ijarah. Yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan/atau jasa melalui 
pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas 
barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk 
menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah 
melakukan akad. 
Perlakuan Akuntansi Ijarah 
 Masih menurut Nurhayati (2008:216) perlakuan akuntansi untuk pengukuran 
ijarah berdasarkan PSAK No.107 sebagai berikut : 
a. Biaya perolehan, untuk objek ijarah baik aset berwujud maupun tidak berwujud , 
diakui saat objek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan. Aset tersebut harus 
memenuhi syarat sebagai berikut : 
 Kemungkinan besar perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomis masa 
depan dari aset tersebut, dan 
 Biaya perolehannya dapat diukur secara handal. Jurnal untuk mencatat 
perolehan tersebut : 
Dr. Aset Ijarah      xxx 
 Cr. Kas         xxx  
b. Penyusutan, jika aset ijarah tersebut dapat disusutkan/diamortisasi maka 
penyusutan atau amortisasinya diperlakuka sama untuk aset sejenis selama umur 
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manfaatnya (umur ekonomisnya). Jika aset ijarah untuk akad jenis IMBT (ijarah 
muntahiya bit tamlik), yaitu kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan dan 
si penyewa mengambil manfaat/menggunakan aset tersebut, namun pihak yang 
menyewakan di awal akan berjanji kepada pihak penyewa bahwa ia akan 
melepaskan kepemilikan atas aset yang disewakan kepada penyewa yang 
dilakukan dengan menjual atau menghibahkannya. Maka, untuk menghitung 
penyusutan masa manfaatnya menggunakan periode akad IMBT. 
Jurnal :  
Dr. Biaya Penyusutan      xxx  
  Cr. Akuntansi Penyusutan      xxx 
c. Pendapatan sewa, diakui pada saat manfaat atas aset yang telah diserahkan 
kepada penyewa selama masa akad. Jika manfaat telah diserahkan tapi 
perusahaan belum menerima uang, maka akan diakui sebagai piutang 
pendapatan sewa dan diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir 
periode pelaporan. 
 Jurnal : 
Dr. Kas        xxx  
  Cr. Pendapatan Sewa       xxx 
d. Perpindahan kepemilikan objek ijarah dalam Ijarah Mumtahiya bit Tamlik 
dengan cara:  




Dr. Beban Ijarah      xxx  
Dr. Akm. Penyusutan     xxx  
  Cr. Aset Ijarah        xxx 
 Penjualan sebelum berakhirnya masa, sebesar sisa cicilan sewa atau jumlah 
yang disepakati, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek 
ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian. 
Jurnal :  
Dr. Kas              xxx 
Dr. Akm. Penyusutan                   xxx  
Dr. Kerugian*      xxx 
  Cr. Keuntungan**      xxx  
  Cr. Aset Ijarah        xxx 
*jika nilai buku lebih besar dari harga jual  
**jika nilai buku lebih kecil dari harga jual  
 Penjualan setelah selesai masa akad, maka selisih antara harga jual dan 
jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian.  
Jurnal : 
 Dr. Kas      xxx  
Dr. Kerugian*    xxx  
Dr. Akm. Penyusutan   xxx  
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Cr. Keuntungan**       xxx  
Cr. Aset Ijarah        xxx  
*jika nilai buku lebih besar dari harga jual  
**jika nilai buku lebih kecil dari harga jual 
 Penjualan objek ijarah secara bertahap, maka, selisih antara harga jual dan 
jumlah tercatat sebagian objek ijarah yang telah dijual diakui sebagai 
keuntungan atau kerugian. 
Jurnal :  
Dr. Kas      xxx 
 Dr. Kerugian*     xxx 
 Dr. Akm. Penyusutan    xxx 
  Cr.Keuntungan**     xxx  
  Cr.Aset Ijarah      xxx  
*jika nilai buku lebih besar dari harga jual 
 **jika nilai buku lebih kecil dari harga jual 
 Bagian objek ijarah yang tidak dibeli penyewa diakui sebagai aset tidak 
lancar atau aset lancar sesuai dengan tujuan penggunaan aset tersebut. 
 Jurnal :  
Dr. Aset Lancar/tidak lancar   xxx 
 Dr. Akm. Penyusutan    xxx  
  Cr. Aset Ijarah      xxx  
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Seluruh beban maupun keuntungan/kerugian yang timbul akibat penjualan ijarah 
tersebut diakui sebagai beban/keuntungan/kerugian pada periode berjalan. 
Keuntungan/kerugian yang timbul tidak dapat diakui sebagai 
pengurang/penambah dari beban ijarah. 
e. Penyajian  
Pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban yang 
terkait seperti beban penyusutan, beban pemeliharaan, perbaikan, dan lainnya. 
f. Pengungkapan  
Pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan 
ijarah muntahiya bit tamlik, tetapi tidak terbatas pada :  
1. Penjelasan umum isi akad yang signifika yang meliputi tetapi tidak terbatas 
pada : 
 Keberadaan wa’ad pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang 
digunakan (jika ada wa’ad pengalihan kepemilikan); 
 Pembatasan-pembatasan, misalnya ijarah lanjut; 
 Agunan yang digunakan (jika ada); 
2. Nilai perolehan dan akumulasi penyusustan untuk setiap kelompok aset 
ijarah; dan  




3. Perlakuan Akuntansi Gadai  
 Pada dasarnya belum ada PSAK yang mengatur secara khusus mengenai Pegadaian, 
namun menurut Nurhayati (2008:249) dalam melakukan transaksi Pegadaian perlakuan 
akuntansinya dapat dilihat sebagai berikut:  
Pada saat menerima barang gadai tidak dijurnal tetapi membuat tanda terima atas 
barang. 
a. Pada saat menyerahkan uang pinjaman  
Jurnal :  
Dr. Piutang     xxx 
  Cr. Kas      xxx 
b. Pada saat menerima uang untuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan  
Jurnal :  
Dr. Kas     xxx  
 Cr. Pendapatan     xxx 
c. Pada saat mengeluarka biaya untuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan  
Jurnal : 
Dr. Beban     xxx 
  Cr. Kas      xxx  
d. Pada saat pelunasan uang pinjaman, barang gadai dikembalikan dengan 
membuat tanda serah terima barang  
Jurnal :  
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Dr. Kas     xxx  
Cr. Piutang      xxx  
e. Jika pada saat jatuh tempo, utang tidak dapat dilunasi dan kemudian barang 
gadai dijual oleh pihak yang menggadaikan. Penjualan barang gadai, jika 
nilainya sama dengan piutang  
Jurnal :  
Dr. Kas    xxx  
 Cr. Piutang    xxx 
 Jika kurang, maka piutangnya masih tersisa sejumlah selisih antara nilai 
penjualan dengan saldo piutang. 
E.  Rerangka Pikir 
Berdasarkan realitas bahwa di Indonesia dewasa ini dimana lembaga 
pembiayaan utamanya Pegadaian sebagai satu-satunya lembaga formal yang 
mempunyai dasar hukum tetap. Dimana diperbolehkan melakukan pemberian 
pinjaman dalam bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai. Sehingga 
memungkinkan Pegadaian menjadi lembaga yang bisa dengan mudah melakukan 
ekspansi bisnis gadai lainnya, mengingat bahwa fenomena transaksi ekonomi 
berdasarkan prinsip syariah tengah menjamur di Indonesia. Oleh karena itu, kini 
muncul pula Pegadaian syariah di tengah-tengah masyarakat. Dengan tujuan yang 
sama yakni gadai. Hanya saja pelaksanaan pembiayaan yang diusung Pegadaian 
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syariah berbeda, sama seperti halnya lembaga syariah pada umumnya yang 
menekankan dengan tegas bahwa riba dalam transaksinya adalah haram.  
Namun sementara itu pemahaman akan konsep syariah sendiri masih menjadi 
kendala dalam keabsahan pelaksanaannya. Melalui skema kredit dan pembiayaan 
pada masing-masing pegadaian, bahwa produk yang ditawarkan memiliki perbedaan 
yang mendasar jika dilihat dari tujuan kredit pada Pegadaian Konvensional dan 
pembiayaan pada Pegadaian Syariah. Sehingga perlu penelitian lebih lanjut untuk 
memastikan bahwa masing-masing Pegadaian melaksanakan usaha bisnisnya sesuai 
jalur kredit dan pembiayaan yang telah diatur. Sesuai dengan landasan hukum gadai 
dan gadai syariah. Dimana landasan hukum pada Pegadaian Konvensional 
berdasarkan Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150-1160 dan Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011. Sedangkan pada Pegadaian 
Syariah berdasarkan Al Qur’an, As Sunnah, Ijma’ Ulama dan Fatwa Dewan Syariah 
Nasional Majelis Ulama Indonesia yang menjadi rujukan khusus dalam pelaksaaan 
gadai syariah.  
Melalui perbandingan produk yang ditawarkan kedua Pegadaian yang 
memiliki maksud dan tujuan yang sama, peneliti mencoba membandingkan beberapa 
perlakuan akuntansi yang ada, bunga yang ditetapkan oleh Pegadaian Konvensional 
dan ijaroh yang ditetapkan oleh Pegadaian Syariah, sanksi yang ditetapkan apabila 
nasabah alpa atau tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak Pegadaian, gambaran 





































A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami 
fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, 
persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskriptif 
dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah 
(Moleong 2010; dalam Shodiq dan Febri, 2015). Penelitian ini dilakukan  di 
Pegadaian Syariah Cabang Bulukumba yang berlokasi Jl. Lanto Dg Pasewang  
Bulukumba dan Pegadaian Konvensional Cabang Bulukumba, yang berlokasi di Jl. 
Ahmad Yani Bulukumba. 
B. Pendekatan Penelitian  
Pendekatan komperatif merupakan penelitian yang bersifat membandingkan. 
Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau 
lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang di teliti berdasarkan kerangka pemikiran 
tertentu maka meneliti menerapkan paradigma kualitatif  dalam penelitian ini, sesuai 
dengan judul  peneliti yaitu Analsis Perbandingan Perilaku Akuntansi Gadai Syariah 
dan Gadai Konvensional (Studi Kasus pada Syariah dan Pegadaian Konvensional 
Cabang Bulukumba).  
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C. Jenis dan Sumber Data 
 Dalam melaksankan penelitian, diperlukan data yang akan digunakan sebagai 
dasar untuk melakukan pembahasan dan analisis. Data di bagi menjadi dua jenis, 
yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak dapat 
diukur atau dinilai dengan angka-angka secara langsung. Sedangkan data kuantitatif 
adalah data yang dapat diukur atau dinilai dengan angka secara langsung. Adapun 
sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
1. Data primer 
 Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Dalam 
penelitian ini, data primer diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan pihak-
pihak perusahaan. 
2. Data sekunder 
Merupakan data yang tidak diusahakan sendiri pengumpulannya oleh penulis. 
Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen perusahaan 
berupa catatan dan laporan perusahaan baik yang dipublikasikan maupun yang tidak 
dipublikasikan. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Dalam melaksanakan penelitian ini dibutuhkan data penelitian. Dimana untuk 
mengumpulkan data yang diperlukan digunakan dua metode yaitu primer dan 
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sekunder. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut:  
1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 
Penelitian kepustakaan dilakukan dengan menelaah buku-buku yang relevan 
dengan permasalahan yang diangkat untuk mendapatkan kejelasan konsep dan 
mengumpulkan literatur-literatur yang relevan dengan pembahasan penelitian. 
2. Wawancara (interview) 
Wawancara digunakan untuk sebagai tekhnik pengumpulan data apabila 
penelitian ingin memerlukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan 
yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden 
yang lebih mendalam. Tekhnik pengumpulan data mendasarkan diri pada laporan 
tentang diri sendiri atau self report atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau 
keyakinan pribadi. Untuk wawancara mendalam dilakukan secara langsung dengan 
informasi secara terpisah dilingkungannya masing-masing. Wawancara dilakukan 
dengan informasi yang dianggap berkompeten dan mewakili. 
3. Observasi (Observation) 
Observasi dilakukan untuk memperoleh data dengan cara mengamati aktivitas 
dan kondisi obyek penelitian. Teknik ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 





5. Dokumentasi (documentation) 
Selain melalui wawancara  dan observasi informasi juga dapat diperoleh dari 
fakta yang tersimpan dalam bentuk surat,catatan harian ,arsip foto, hasil rapat, 
cenderamata,jurnal kegiatan. Data berupa dokumen seperti ini dapat diapai untuk 
menggali informasi yang terjadi di masa silam. 
6. Internet searching 
Internet searching merupakan penelitian ynag dilakukan dengan 
mengumpulkan berbagai tambahan referensi yang bersumber dari internet guna 
melengkapi referensi penulis serta digunakan untuk menemukan fakta atau teori 
berkaitan dengan masalah yang diteliti. 
E. Informan Penelitian 
Nama informan Tempat  Jabatan 
Elwin S.E Pegadaian Syariah Pimpinan Cabang syariah 
A.Dony S.E Pegadaian Konvensional Pengelola Unit 
A.Anugrah S.E Pegadaian Konvensional Analisis Kredit 
Ainul Pegadaian Syariah Pegawai Administrasi Mikro 
F. Instrumen Penelitian  
Instrumen penelitian berfungsi sebagai alat bantu dalam mengumpulkan data 
yang diperlukan. Bentuk instrumen berkaitan dengan metode pengumpulan data 
misalnya metode wawancara yang instrumennya adalah angket atau kuesioner, 
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metode tes instrumennya adalah soal tes, tetapi metode observasi instrumennya 
bernama check list. 
G. Teknik Analisis  Data 
Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan 
data berlangung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Teknik 
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah analisis data 
kualitatif, yang mengacu pada konsep syariah (dalam Milles dan Hubermsn 1992), 
yaitu Interactive Model yang mengklasifikasikan analisis dats dam empat langkah 
yaitu : 
1. Pengumpulan data 
Penelitian mencatat semua data secara objektif sesuai dengan hasil observasi 
dan wawancara di lapangan. 
2. Reduksi data  
Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 
penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari 
catatan-catatan tertulis yang ada di lapangan. Reduksi data yang berupa hasil 
wawancara terhadap kedua subjek tersebut. 
3. Penyajian data  
Penyajian data berupa sekumpulan informasi yang telah tersusun dan 
memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 
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Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk uraian singkat, bagan, matriks, 
networks, chart, atau garafis, sehingga penelitian ini dapat menguasai data. Dengan 
penyajian data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan 
kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami sebelumnya. 
4. Penarikan kesimpulan  
Dalam penelitian ini akan diungkapkan mengenai makna dari data yang  
dikumpul. Dari data tersebut akan diperoleh kesimpulan tertatif, kabur, kaku dan 
meragukan, sehingga kesimpulan tersebut perlu diverifikasi. Verifikasi dilakukan 
dengan melihat kembali reduksi data maupun display data sehingga kesimpulan yang 
diambil tidak menyimpang. 
H. Pengujian Keabsahan Data  
Dalam penelitian kualitatif pengujian keabsahan data untuk mendapatkan 
nilai kebenaran terhadap penelitian disebut juga dengan uji kredibilitas data atau 
kepercayaan terhadap data hasil  penelitian kualitatif dapat dilakukan antara lain 
dengan cara perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, 
triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan dalam pengecekan data dari 
berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian 




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Perusahaan  
1. Sejarah Singkat Perusahaan  
Pegadaian adalah suatu lembaga perkreditan tertua bercorak khusus, berdiri 
sejak zaman penjajahan Belanda dan telah dikenal masyarakat sejak lama, khususnya 
masyarakat golongan berpenghasilan menengah dan bawah. Pegadaian mempunyai 
tugas memberikan pelayanan jasa kredit berupa pinjaman uang dengan jaminan 
barang bergerak. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.178 
tanggal 3 Mei 1961 Jawatan Pegadaian diubah menjadi Perusahaan Negara (PN) 
Pegadaian, sebagai badan usaha negara di bawah naungan Departemen Keuangan. 
Dengan terbitnya Inpres No.17 tahun 1967 dan Peraturan Pemerintah No.7 tahun 
1969, PN Pegadaian beralih statusnya menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan) 
Pegadaian. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1990 tanggal 10 April 
1990 dan PP No.103 tahun 2000 tanggal 10 Nopember 2000, Perusahaan Jawatan 
(Perjan) Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian dengan 
usahanya adalah penyediaan pelayanan bagi kemanfaatan umum sekaligus memupuk 
keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan dengan tujuan: a. Turut 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah 
melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai dan jasa di bidang keuangan 
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lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan b. 
Menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktek riba dan pinjaman tidak wajar 
lainnya. Perum Pegadaian memberikan pelayanan jasa keuangan berbasis gadai dan 
fiducia yang dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satu upayanya melalui 
pengembangan pasar baru ‘membuka pegadaian syariah’ (rahn), sejak tanggal 10 
Januari 2003. Saat ini, Pegadaian Syariah terus berkomitmen mengembangkan 
pruduk-produk jasa keuangan dengan pola syariah yang dibutuhkan masyarakat. 
Visi dan Misi Pegadaian 
 Pegadaian Syariah saat ini belum memiliki visi dan misi sendiri karena 
masih mengikuti visi dan misi Perum Pegadaian yang menjadi induknya. Adapun 
Visi dan Misi Perum Pegadaian adalah sebagai berikut: 
VISI :  
Pada tahun 2013 pegadaian menjadi “champion” dalam pembiayaan mikro 
dan kecil berbasis gadai dan fiducia bagi masyarakat menengah ke bawah. 
MISI :  
1. Membantu program pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat 
khususnya golongan menengah ke bawah dengan memberikan solusi 
keuangan yang terbaik melalui penyaluran pinjaman skala mikro, kecil dan 
menengah atas dasar hukum gadai dan fidusia. 
2. Memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan dan melaksanakan tata 
kelola perusahaan yang baik secara konsisten. 
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3. Melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya. 
Maka untuk melaksanakan misi tersebut, dicanangkan budaya perusahaan 
yang di implementasikan dalam etos dan budaya kerja Si Intan, yakni Inovatif, Nilai 
Moral Tinggi, Terampil, Adi Layanan, dan Nuansa Citra. Demikian juga dengan 
tugas, tujuan dan fungsi Pegadaian Syariah masih mengikuti perusahaan induknya, 
Perum Pegadaian yang berbasis konvensional. Perum Pegadaian merupakan lembaga 
keuangan bukan pegadaian, yang menyalurkan pinjaman/pembiayaan dengan 
pengikatan cara gadai. 
2. Stuktur Organisasi Perusahaan  
Organisasi merupakan kumpulan dua orang atau lebih yang mengikatkan diri 
dengan suatu tujuan bersama secara sadar serta dengan hubungan kerja yang rasional 
yang memiliki struktur yang jelas, pembagian tugas yang jelas, serta tujuan yang 
ditetapkan secara jelas. Suatu organisasi harus memuat empat unsur utama, yaitu:  
a. Goals oriented (berorientasi tujuan)  
b. Psychosocial system (sistem hubungan sosial)  
c. Structured activities (aktivitas struktur) 







Gambar 4.1 Struktur Organisasi  PT. Pegadaian (Persero) 
 




Kantor Cabang Utama PT. Pegadaian (Persero) 
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Kantor Cabang Utama PT. Pegadaian 
(Persero) 
 





Gambar 4.3 Struktur Organisasi Unit Pelayanan Cabang 
 
Sumber; Pedoman Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. Pegadaian 
(persero) 
Kantor Cabang Utama Pegadaian Syariah 
Gambar 4.4 Struktur Organisasi  Kantor Cabang Pegadaian Syariah 
 





Gambar 4.5 Struktur Organisasi Unit Pelayanan Cabang Syariah 
 
Sumber : Pedoman Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. Pegadaian 
(Persero) 
3. Kantor Cabang 
Kantor Cabang dipimpin oleh seorang Pemimpin Cabang dan bertanggung 
jawab kepada Pemimpin Wilayah Utama/Wilayah. 
a. Pimpinan Cabang 
Pemimpin Cabang mempunyai fungsi merencanakan, mengorganisasikan, 
menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan operasional, administrasi dan 
keuangan usaha gadai dan usaha lain Kantor Cabang serta Unit Pelayanan Cabang 
(UPC). Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Pemimpin Cabang mempunyai 
tugas : 
1) Menyusun rencana kerja serta anggaran Kantor Cabang dan UPC berdasarkan 
acuan yang telah ditetapkan;  
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2) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan 
operasional usaha gadai dan usaha lain; 
3) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan 
operasional   
4)  Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan p
enata  
Usahaaan barang jaminan bermasalah; 
5)  Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan 
pengelolaan modal kerja;  
6) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan 
pengelolaan administrasi serta pembuatan laporan kegiatan operasional 
Kantor Cabang;  
7) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan 
kebutuhan dan penggunaan sarana prasarana, serta kebersihan dan ketertiban 
Kantor Cabang dan UPC; 
8) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan 
pemasaran dan pelayanan konsumen; 
9) Mewakili kepentingan perusahaan baik ke dalam maupun ke luar berdasarkan 
kewenangan yang diberikan oleh atasan. 
b. Manajer Operasional Usaha Gadai 
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Manajer Operasional Usaha Gadai mempunyai fungsi merencanakan, 
mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi penetapan taksiran barang 
jaminan, penetapam besar uang pinjaman, keuangan serta administrasi usaha gadai 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, 
Manajer Operasional Usaha Gadai mempunyai tugas : 
1) Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan 
operasional usaha gadai; 
2) Menangani barang jaminan bermasalah (taksiran tinggi, rusak, palsu dan 
barang polisi); 
3) Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengawasi lelang 
barang jaminan usaha gadai; 
4) Melaksanakan pengawasan secara uji petik dan terprogram terhadap barang 
jaminan yang masuk 
5) Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi administrasi usaha gadai, 
keuangan serta pembuatan laporan kegiatan operasional usaha gadai pada 
Kantor Cabang. 
c. Manajer Operasional Usaha Lain 
Manajer Operasional Usaha Lain mempunyai fungsi merencanakan, 
mengkoordinasikan, malaksanakan dan mengawasi kegiatan operasional usaha lain, 
penetapan kelayakan kredit, administrasi, keuangan, keamanan serta pembuatan 
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laporan kegiatan operasional usaha lain Kantor Cabang. Untuk menyelenggarakan 
fungsi tersebut, Manajer Operasional Usaha Lain mempunyai tugas : 
1) Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan 
operasional usaha lain; 
2) Menangani kredit macet serta asuransi kredit; 
3) Melaksanakan pengawasan survey secara berkala dan terprogram terhadap 
nasabah usaha lain; 
4) Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi pengadministrasian 
dokumen kredit usaha lain. 
d. Pengelola UPC 
Pengelola UPC mempunyai fungsi mengkoordinasikan, melaksanakan dan 
mengawasi kegiatan oprasional, mengawasi administrasi keuangan, keamanan, 
ketertiban, dan kebersihan serta pembuatan laporan kegiatan UPC. Untuk 
menyelenggarakan fungsi tersebut. 
e. Penaksir 
Penaksir mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan penaksiran barang 
jaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan 
taksiran dan uang pinjaman yang wajar dan citra baik perusahaan, serta 






Penyimpanan mempunyai fungsi mengurus gudang barang jaminan emas dan 
dokumen kredit dengan cara menerima, menyimpan, merawat dan mengeluarkan 
serta mengadministrasikan barang jaminan dan dokumen sesuai dengan peraturan 
yang berlaku dalam rangka ketertiban dan keamanan serta keutuhan barang jaminan 
dan dokumen kredit. 
g. Pemegang Gudang 
Pemegang Gudang mempunyai fungsi melakukan pemeriksaan, penyimpanan 
dan pemeliharaandan pengeluaran serta pembukuan barang jaminan selain barang 
kantong sesuia dengan peraturan yang berlaku dalam rangka ketertiban dan 
keamanan serta keutuhan barang jaminan. 
h. Pedukung Administrasi dan Pembayaran 
Pendukung Administrasi dan Pembayaran mempunyai fungsi mendukung 
tugas Penaksir dalam hal penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran uang serta 
melaksanakan tugas administrasi keuangan di Kantor Cabang, sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional 
Kantor Cabang dan UPC. 
i. Petugas Fungsional Usaha Lain 
Petugas Fungsional Usaha Lain mempunyai fungsi merencanakan, 




j. Petugas Layanan Konsumen 
Petugas Layanan Konsumen mempunyai fungsi memberikan informasi dan 
saran kepada nasabah yang merasa tidak puas terhadap segala kegiatan operasional 
Kantor Cabang. 
4. Kantor Cabang Pegadaian Syariah 
Kantor Cabang Pegadaian Syariah dipimpin oleh seorang Pemimpin Cabang 
Syariah dan bertanggung jawab kepada Pemimpin Wilayah Utama/Wilayah. 
a. Pemimpin Cabang 
Pemimpin Cabang Syariah mempunyai fungsi merencanakan, 
mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan operasional, 
administrasi dan keuangan usaha Rahn dan Non Rahn Kantor Cabang Pegadaian 
Syariah serta Unit Pelayanan Cabang (UPC) Syariah. 
 Pemimpin Cabang Syariah keals utama dibantu oleh atasan: 
b. Manajer Operasional Usaha Rahn 
Manajer Operasional Usaha Rahm mempunyai fungsi merencanakan, 
mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi penetapan taksiran barang 
jaminan, penetapam besar uang pinjaman, keuangan serta administrasi usaha rahn 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta pembuatan laporan kegiatan operasional 
usaha rahn pada Kantor Cabang Pegadaian Syariah. Untuk menyelenggarakan fungsi 
tersebut. 
c. Manajer Operasional Non Rahn 
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Manajer Operasional Non Rahn mempunyai fungsi merencanakan, 
mengkoordinasikan, malaksanakan dan mengawasi kegiatan operasional 
non rahn, penetapan kelayakan kredit, administrasi, keuangan, keamanan serta 
pembuatan laporan kegiatan operasional non rahn Kantor Cabang Pegadaian 
Syariah. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut. 
d. Pengelola UPC Syariah 
Pengelola UPC Syariah mempunyai fungsi mengkoordinasikan, 
melaksanakan dan mengawasi kegiatan oprasional, mengawasi administrasi 
keuangan, keamanan, ketertiban, dan kebersihan serta pembuatan laporan kegiatan 
UPC Syariah. 
e. Penaksir 
Penaksir mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan penaksiran barang 
jaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan 
taksiran dan uang pinjaman yang wajar dan citra baik perusahaan, serta 
mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan administrasi dan 
keuangan. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut. 
f. Penyimpan 
Penyimpanan mempunyai fungsi mengurus gudang barang jaminan emas dan 
dokumen kredit dengan cara menerima, menyimpan, merawat dan mengeluarkan 
serta mengadministrasikan barang jaminan dan dokumen sesuai dengan peraturan 
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yang berlaku dalam rangka ketertiban dan keamanan serta keutuhan barang jaminan 
dan dokumen kredit. 
g. Pemegang Gudang 
Pemegang Gudang mempunyai fungsi melakukan pemeriksaan, penyimpanan 
dan pemeliharaandan pengeluaran serta pembukuan barang jaminan selain barang 
kantong sesuia dengan peraturan yang berlaku dalam rangka ketertiban dan 
keamanan serta keutuhan barang jaminan. 
h. Pendukung Administrasi dan Pembayaran 
Pendukung Administrasi dan Pembayaran mempunyai fungsi mendukung 
tugas Penaksir dalam hal penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran uang serta 
melaksanakan tugas administrasi keuangan di Kantor Cabang Pegadaian Syariah, 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan 
operasional Kantor Cabang Pegadaian Syariah dan UPC Syariah. 
i. Petugas Fungsional Non Rahn 
Petugas Fungsional Non Rahn mempunyai fungsi merencanakan, 
mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan operasional usaha lain di Kantor 
Cabang Pegadaian Syariah. 
j. Petugas Layanan Konsumen 
Petugas Layanan Konsumen mempunyai fungsi memberikan informasi dan 
saran kepada nasabah yang merasa tidak puas terhadap segala kegiatan operasional 
Kantor Cabang Pegadaian Syariah. 
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B. Gadai Syariah  
Beberapa produk jasa Pegadaian Syariah tersebut antara lain, Ar-Rahn (gadai 
syariah) yaitu skim pinjaman (pembiayaan) untuk memenuhi kebutuhan dana bagi 
masyarakat dengan sistem gadai yang sesuai syariah Islam dengan agunan berupa 
perhiasan emas, berlian, elektronik dan kendaraan bermotor atau yang biasa disebut 
dengan Kredit Gadai Cepat Aman (KCA). Nasabah hanya akan dibebani biaya 
administrasi, biaya jasa simpanan dan pemeliharaan barang jaminan (mu’nah).  
Syaikh Muhammad „Ali As-Sayis dalam Zainuddin Ali (2008) 
mengungkapkan bahwa rahn dapat dilakukan ketika dua pihak yang bertransaksi 
sedang melakukan perjalanan (musafir), dan transaksi yang demikian ini harus 
dicatat dalam sebuah berita acara dan ada orang yang menjadi saksi terhadapnya. 
Penerima gadai (murtahin) juga dibolehkan tidak menerima barang jaminan 
(marhun) dari pemberi gadai (rahin) dengan alasan bahwa murtahin meyakini 
pemberi gadai (rahin) tidak akan menghindar dari kewajibannya. Fungsi barang 
gadai (marhun) adalah untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga 
penerima gadai (murtahin) meyakini bahwa pemberi gadai (rahin) beriktikad baik 
untuk mengembalikan pinjamannya (marhun bih) dengan cara menggadaikan barang 
atau benda yang dimilikinya (marhun) dengan tidak melalaikan jangka waktu 
pengembalian utang tersebut. 
Gadai syariah pada dasarnya, sebagai bagian dari sistem keuangan yang 
merupakan tatanan dalam perekonomian suatu negara yang memiliki peran, terutama 
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dalam menyediakan jasa-jasa di bidang keuangan. Karena gadai syariah bagian dari 
lembaga non perpegadaianan yang dalam usahanya tidak diperkenankan 
menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maka 
gadai syariah hanya diberikan wewenang uuntuk memberikan pinjaman kepada 
masyarakat/nasabah (Maharani, 2008). 
1. Mekanisme Operasional Gadai Syariah  
Mekanisme operasional gadai syariah sangat penting untuk diperhatikan, 
karena jangan sampai operasional gadai syariah  tidak efektif dan efisien. Mekanisme 
operasional gadai syariah haruslah tidak menyulitkan calon nasabah yang akan 
meminjam uang atau akan melakukan akad hutang-piutang. Akad yang dijalankan, 
termasuk jasa dan produk yang dijual juga harus selalu berlandaskan syariah (Al-
Qur’an, Al-Hadist, dan Ijma Ulama), dengan tidak melakukan kegiatan usaha yang 
mengadung unsur riba’, maisir, dan gharar. 
Menurut Zainuddin (2008)  Mekanisme penyaluran pinjaman pada 
pelaksanaan sistem gadai syariah mempunyai prinsip hanya bahwa nasabah hanya 
dibebani oleh biaya administrasi, dan jasa simpan harta benda jaminan. Selain itu 
untuk mendapkan pinjaman, barang yang dimiliki harus terlebih dahulu ditakskir 
oleh petugas penaksir. Tujuannya adalah untuk menghitung besarnya jumlah 
pinjaman yang dapat dipinjamkan oleh tempat melalukan permohonan gadai. 
Berdasarkan jumlah pinjaman itu, akan ditentukan golongan pinjaman dan berapa 
tingkat biaya administrasi yang harus dipegang. Setelah perhitungan itu selesai maka 
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pinjaman dapat menerima pembayaran uang pinjaman tanpa potongan apapun, 
kecuali premi asuransi (tetapi tergantung tempat permohonan gadai). 
Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terkait tentang 
mekanisme operasional gadai syariah oleh Bapak Elwin sebagai pimpinan pegadaian 
cabang syariah. 
“Salah satu bentuk jasa pelayanan PT. Pegadaian (Persero) yang menjadi 
kebutuhan masyarakat adalah pembiayaan dengan menggadaikan barang 
sebagai jaminan. Adapun hasil  wawancara penulis tentang mekanisme 
operasional gadai syariah oleh bapak Elwin bahwa Adapun secara teknis, 
implementasi pengajuan permohonan permintaan gadai di Pegadaian 
Syariah adalah sebagai berikut : 1. KTP atau kartu identitas lain, 2. Calon 
nasabah mengisi formulir permintaan Rahn, 3. Setelah diisi, langsung 
diserahkan ke loket penaksir dan menyerahkan marhun untuk di taksir 
nilainya, 4. Setelah ditaksir, penaksir manawarkan jumlah pinjaman kepada 
calon nasabah, 5. Jika calon nasabah setuju, maka diterbitkanlah Surat Bukti 
Rahn (SBR) dan ditandatangani oleh calon nasabah tersebut, 6. Calon 
nasabah datang keloket kasir untuk menerima uang pinjaman.” 
 
Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa Dalam perjanjian 
gadai, benda yang dijadikan objek jaminan (marhun) tidak harus diselesaikan secara 
langsung, tetapi boleh melalui bukti kepemilikan. Penyerahan secara langsung 
berlaku pada harta yang dapat dipindahkan (mal al-manqul), sedangkan penyerahan 
melalui bukti kepemilikan berlaku pada harta yang tidak bergerak (mal al-’uqar). 
Menjadikan bukti kepemilikan sebagai jaminan pembayaran utang (marhun), 
hukumnya dibolehkan selama memiliki kekuatan hukum. 
Dari landasan syariah tersebut maka mekanisme operasional pegadaian 
syariah dapat digambarkan sebagai berikut: melalui akad rahn, nasabah menyerahkan 
barang bergerak dan kemudian pegadian menyimpang dan merawatnya di tempat 
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yang telah disediakan oleh pihak pegadaian, dan akibatnya timbul biaya-biaya yang 
meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan 
proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi pihak pegadaian mengenakan 
biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak 
(Nugraha, 2009) 
Sedangkan menurut Abhy (2012) Mekanisme operasional Pegadaian Syariah 
dapat digambarkan sebagai berikut : Melalui akad rahn, nasabah menyerahkan 
barang bergerak dan kemudian Pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat 
yang telahn disediakan oleh Pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan 
adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, 
biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi 
Pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati 
oleh kedua belah pihak. Pegadaian Syariah akan memperoleh keutungan hanya dari 
bea sewa tempat yang dipungut bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang 
diperhitungkan dari uang pinjaman, sehingga di sini dapat dikatakan proses pinjam 
meminjam uang hanya sebagai “lipstick” yang akan menarik minat konsumen untuk 
menyimpan barangnya di Pegadaian. 
2. Akad yang digunakan pada Gadai Syariah  
a. Akad Rahn 
Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan 
atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai 
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ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat 
mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya (Antonio, 2001). Gadai syariah 
(Rahn) adalah harta yang tertahan sebagai jaminan utang sehingga bila tidak mampu 
melunasinya, harta tersebut menjadi bayarannya sesuai dengan nilai utangnya 
(Habiburrahim, 2012). 
Ar-rahn (gadai) adalah harta yang dijadikan jaminan utang (pinjaman) agar 
bisa dibayar dengan harganya oleh pihak yang wajib membayarnya, jika dia gagal 
(berhalangan) melunasinya (Wasitho, 2011). Gadai (Rahn) adalah menahan barang 
jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (rahin) sebagai jaminan atas 
pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, 
sehinga pihak yang menahan (murtahin) memperoleh jaminan untuk mengambil 
kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud, bila pihak yang 
menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang ditentukan (Zainuddin, 
2008). 
Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa gadai syariah 
merupakan aktivitas pinjam meminjan dengan menyerahkan barang jaminan yang 
memiliki nilai ekonomis dimana barang jaminan tersebut dapat digunakan untuk 
melunasi pinjaman apabila peminjam tidak dapat membayarnya. 
Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terkait tentang akad 
rahn oleh Bapak Elwin sebagai pimpinan pegadaian cabang syariah 
”pegadaian syariah menggunakan dua akad yaitu akad rahn dan ijaroh, 
tetapi akad ijaroh sudah diganti dengan akad mu’nah. Dimana akad rahn 
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adalah merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi 
Tanggungan dari fasilitas pembayaran yang diberikan. Rahn sebagai harta 
yang bersifat mengikat dan akad Mu’nah adalah biaya pemeliharaan atas 
mahrun.  Dalam transaksi gadai syariah, Pegadaian Syariah menggunakan 
akad Rahn dan Akad Mu’nah, adapun ketentuan-ketentuan Akad-akad 
tersebut :1.Akad Rahn dimana Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani 
pada tanggal sebagaimana tercantum pada Surat Bukti Rahn, oleh Kantor 
Cabang Pegadaian Syariah (CPS) sebagaimana tersebut dalam Surat Bukti 
Rahn yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Pemutus Marhun Bih (KPM) 
nya. Dan oleh karena bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan 
CPS. Untuk selanjutnya disebut sebagai Murtahin/Penerima Gadai, 2. 
Rahin/Pemberi Gadai adalah orang yang nama dan alamatnya tercantum 
dalam Surat Bukti Rahn.” 
 
Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa Sebelumnya para pihak 
menerangkan bahwa Rahin membutuhkan pinjaman dana dari Murtahin, dan sebagai 
jaminan atas pinjaman dana tersebut, Rahin menggadaikan harta miliknya yang sah 
(Marhun) secara sukarela kepada Murtahin. Untuk maksud tersebut, para pihak 
membuat dan menandatangani akad ini dengan ketentuan sebagai berikut: 
1) Rahin dengan ini mengakui telah menerima pinjaman dari Murtahin sebesar 
nilai pinjaman dan dengan jangka waktu pinjaman sebagaimana tercantum 
dalam Surat Bukti Rahn. 
2) Murtahin dengan ini mengakui telah menerima barang milik Rahn yang 
digadaikan kepada Murtahin (Marhun), dan karenanya Murtahin 
berkewajiban mengembalikannya pada saat Rahin telah melunasi pinjaman 
dan kewajiban-kewajiban lainnya. 
3) Atas transaksi Rahn tersebut diatas, Rahin rahin dikenakan biaya administrasi 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
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4) Apabila jangka waktu akad telah jatuh tempo, dan Rahn tidak melunasi 
kewajiban-kewajibannya, serta tidak memperpanjang akad, maka Rahn 
dengan ini menyetujui dan/atau memberikan kuasa penuh yang tidak dapat 
ditarik kembali untuk melakukan penjualan/lelang Marhun yang berada 
dalam kekuasaan Murtahin guna pelunasan pembayaran kewajiban-kewajiban 
tersebut. Dalam hal hasil penjualan/lelang Marhun tidak mencukupi untuk 
melunasi kewajiban-kewajiban Rahin, maka Rahin wajib membayar sisa 
kewajibannya kepada Murtahin sejumlah kekuranganya. 
5) Bilamana terdapat kelebihan hasil penjualan Marhun, maka Rahin berhak 
menerima kelebihan tersebut, dan jika dalam jangka waktu 1 (satu) tahun 
sejak dilaksanakan penjualan marhun, Rahin tidak mengambil kelebihan 
tersebut, maka dengan ini Rahin menyetujui untuk menyalurkan kelebihan 
tersebut sebagai Shadaqah yang pelaksanaannya diserahkan kapada Murtahin. 
6) Apabila Marhun tersebut tidak laku dijual/dilelang, maka Rahin menyetujui 
pembelian Marhun tersebut oleh Murtahin minimal sebesar harga taksiran 
Marhun. 
7) Segala sengketa yang timbul yang ada hubungannya dengan akad ini yang 
tidak dapat diselesaikan secara damai, maka akan diselesaikan melalui Badan 
Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Putusan BASYARNAS adalah 
bersifat final dan mengikat. 
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Demikian akad ini berlaku dan mengikat kedua belah pihak sejak 
ditandatangani. 
b. Akad Mu’nah ( Ijarah) 
 Akad mu’nah ijarah yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau 
jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan 
atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi Pegadaian untuk 
menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah 
melakukan akad. 
Biaya perawatan dan sewa tempat di pegadaian dalam sistem gadai syariah 
biasa di sebut dengan biaya ijarah, biaya ini biasanya di hitung per 10 hari. Untuk 
biaya administrasi dan ijarah tidak boleh di tentukan berdasarkan jumlah pinjaman 
tetapi berdasarkan taksiran harga barang yang digadaikan.13 Sedangkan besarnya 
jumlah pinjaman itu sendiri tergantung dari nilai jaminan yang diberikan, semakin 
besar nilai barang maka semakin besar pula jumlah pinjaman yang diperoleh nasabah 
(Kazmir, 2005). 
Menurut Muhammad Syafi’i Antonio (2001) Ijarah adalah akad pemindahan 
hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan 
pemindahan kepemilikan (ownership/milkiyah) atas barang itu sendiri. Dalam fatwa 
DSN- ijarah ialah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa 
dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti pemindahan 
kepemilikan barang itu sendiri. 
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a) Para pihak sepakat dengan tarif mu’nah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, 
untuk jangka waktu per sepuluh hari kalender dengan ketentuan penggunaan 
Ma’jur selama satu hari tetap dikenakan Ijaroh sebesar ijaroh per sepuluh hari. 
b) Jumlah keseluruhan mu’nah tersebut wajib dibayar sekaligus oleh Musta’jir 
kepada Mua’jjir diakhir jangka waktu Akad Rahn atau bersamaan dengan 
dilunasinya pinjaman. 
c) Apabila dalam penyimpanan Marhun terjadi hal-hal di luar kemampuan Mua’jjir 
sehingga menyebabkan Marhun hilang/rusak/tak dapat dipakai. Maka akan 
diberikan ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku di PT. Pegadaian (Persero). 
Atas pembayaran ganti rugi ini Must’jir setuju dikenakan potongan sebesar 
Marhun Bih dan Ijaroh sampai dengan tanggal ganti rugi, sedangkan 
perhitungan ijaroh dihitung sampai dengan tanggal penebusan/ganti rugi.  
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3. Penggolongan dan Pembulatan Mahrun Bih 
Tabel : 4.1 Pasal 2 
Penggolongan dan Pembulatan Mahrun Bih 








A 50.000 - 500.000 10.000 
B1 510.000 – 1.000.000 10.000 
B2 1.010.000 – 2.500.000 10.000 
B3 2.510.000 - 5.000.000 10.000 
C1 5.010.000 – 10.000.000 10.000 
C2 10.010.000 – 15.000.000 10.000 
C3 15.010.000 – 20.000.000 10.000 
D 20.010.000 – ke atas 10.000 





Tabel : 4.2 Pasal 3 
Persentase Marhun Bih Dari Nilai Taksiran 








A 50.000 - 500.000 95% x taksiran 
B1 510.000 – 1.000.000 90% x taksiran 
B2 1.010.000 – 2.500.000 90% x taksiran 
B3 2.510.000 - 5.000.000 90% x taksiran 
C1 5.010.000 – 10.000.000 90% x taksiran 
C2 10.010.000 – 15.000.000 90% x taksiran 
C3 15.010.000 – 20.000.000 90% x taksiran 
D 20.010.000 – ke atas 91% x taksiran 





Tabel : 4.3 Pasal  4 
Tarif Biaya Administrasi 








A 50.000 - 500.000 Rp 0 (nol) 
B1 510.000 – 1.000.000 Rp 0 (nol) 
B2 1.010.000 – 2.500.000 Rp 0 (nol) 
B3 2.510.000 - 5.000.000 Rp 0 (nol) 
C1 5.010.000 – 10.000.000 Rp 0 (nol) 
C2 10.010.000 – 15.000.000 Rp 0 (nol) 
C3 15.010.000 – 20.000.000 Rp 0 (nol) 
D 20.010.000 – ke atas Rp 0 (nol) 





Tabel : 4.4 Pasal 5 
Tarif Mu’nah 
Mu’nah per 10 (sepuluh) harian, dihitung dari nilai taksiran marhun dengan tarif 
sebagai berikut: 





Kelompok Marhun Bih 
 
Tarif Mu’nah per 
10 hari 
A 50.000 - 500.000 0,45 x taksiran 
B1 510.000 – 1.000.000 0,86 x taksiran 
B2 1.010.000 – 2.500.000 0,86 x taksiran 
B3 2.510.000 - 5.000.000 0,86 x taksiran 
C1 5.010.000 – 10.000.000 0,86 x taksiran 
C2 10.010.000 – 15.000.000 0,86 x taksiran 
C3 15.010.000 – 20.000.000 0,86 x taksiran 




 Mu’nah 1 – 10 hari dihitung 10 hari 
 Mu’nah 11 – 20 hari dihitung 20 hari 
 Mu’nah 21 – 30 hari dihitung 30 hari 
 Mu’nah 31 – 40 hari dihitung 40 hari  
 Maksimum peminjaman selama 120 hari 
4. Proses Pelunasan Marhun Bih dan Pengambilan Marhun 
Menurut Abdul Ghofur (2005) Akad gadai akan berakhir apabila: a. Barang 
gadai telah diserahkan kembali pada pemiliknya, b. Rahin telah membayar 
hutangnya, c. Pembebasan utang dengan cara apapun, walaupun dengan pemindahan 
oleh murtahin, d. Pembatalan oleh murtahin walaupun tidak ada persetujuan dari 
pihak lain, e. Rusaknya barang rahin bukan oleh tindakan atau pengguna murtahin f. 
Pemanfaatan barang rahn dengan penyewaan, hibah atau shadaqah baik dari pihak 
rahin maupun murtahin. 
Pada tahap akhir gadai, yang di kerjakan adalah sebelum berakhirnya gadai, 
pihak murtahin (Pegadaian Syariah) memberikan informasi kepada rahin bahwa 
pinjaman akan berakhir. Setelah di sampaikan maka rahin akan membayar sejumlah 
uang yang di pinjam dan biaya-biaya penyimpanan selama gadai. Dala hal ini proses 
pelunasan bisa dilakukan kapan saja sebelum jangka waktunya, baik dengan cara 
sekaligus ataupun di angsur. Namun apabila pihak rahin tidak mampu membayar 
sebesar uang pinjamannya di tambah biaya sewa tersebut, maka baran di lelang oleh 
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Pegadaian Syariah untuk membayar, sedangkan bila ada sisanya uang akan di 
kembalikan kepada rahin, tapi bila uangnya kurang untuk menutupi pinjaman dan 
biayanya maka pihak rahin di minta untuk membayar kekurangannya. Tapi pada 
kenyataan bahwa rahin sering tidak membayar kekurangan dari uang pinjamannya 
(Supryiadi, 2010).  
Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terkait tentang Proses 
pelunasan Marhun Bih dan Pengambilan Marhun oleh Bapak Elwin sebagai 
pimpinan pegadaian cabang syariah. 
“Adapun cara proses pelunasan marhun bih dan pengambilan barang 
jaminan di Syariah adalah sebagai berikut : 1) Setiap saat uang pinjaman 
dapat dilunasi tanpa harus menunggu habisnya jangka waktu akad; 2) Pada 
saat akan melunasi uang pinjaman, rahin harus membawa Surat Bukti Rahn 
(SBR) dan menyerahkannya ke kasir; 3) Setelah itu kasir menghitung jumlah 
hutang yang harus dibayar oleh rahin; 4) Setelah rahin membayar 
kewajibannnya, kasir memberikan struk pembayaran untuk dipakai 
mengambil barang di petugas penyimpanan barang jaminan; 5) Proses 
pengembalian pinjaman sampai penerimaan kembali barang jaminan tidak 
dikenakan biaya apapun, kecuali membayar jasa simpanan sesuai tarif”. 
 
Dari hasil di atas dapat diketahui Pelunasan tidak harus menunggu jatuh 
tempo. Artinya, bila jangka waktu pinjaman itu 4 (emapat) bulan maka nasabah 
dapat melunasi pinjaman walaupun periode pinjaman belum jatuh tempo atau 
berakhir. Mekanisme pelaksanaan pegadaian syariah merupakan implementasi dari 
beberapa konsep yang telah ditetapkan oleh beberapa ulama tentang pegadaian. 
Pegadaian syariah tidak menekankan pada pemberian bunga dari barang yang 
digadaikan. Meski tanpa bunga, pegadaian syariah tetap memperoleh keuntungan 
seperti yang sudah diatur oleh Dewan Syariah Nasional, yaitu memberlakukan biaya 
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pemeliharaan dari barang yang digadaikan. Biaya itu dihitung dari nilai barang, 
bukan dari jumlah pinjaman. Sedangkan pada pegadaian konvensional, biaya yang 
harus dibayar sejumlah dari yang dipinjamkan (Said 2010). 
Program Syariah Perum Pegadaian mendapat sambutan positif dari 
masyarakat. Dari target omzet tahun 2006 sebesar Rp 323 miliar, hingga September 
2006 ini sudah tercapai Rp 420 miliar dan pada akhir tahun 2006 ini diprediksi omzet 
bisa mencapai Rp 450 miliar (Jamil 2010). 
Pegadaian syariah dalam proses pinjam meminjamnya masih sama dengan 
pegadaian konvensional. Hanya saja bunga yang dikenakan pada pegadaian 
konvensional diganti dengan biaya penitipan pada pegadaia syariah. Misal, seorang 
yang membutuhkan uang mereka datang ke pegadaian syariah, menyerahkan barang 
yang akan digadaikan lalu dilakukan penaksiran terhadap barang tersebut, setelah itu 
peminjam mendapatkan uang sesuai nilai taksiran. Perbedaan pegadaian kovensional 
dan pegadaian syariah yaitu bila pegadaian konvensional terdapat bunga, pada 
pegadaian syariah barang yang digadaikan harus dititipkan, lalu peminjam dikenakan 
charge penitipan barang, dari situlah laba yang diperoleh pegadaian. Jasa penitipan 
pun tidak serta merta dikalikan dari persentase tertentu, tapi dihitung dengan suatu 




5. Proses Pelelangan Marhun 
Pelelangan adalah Penjualan barang agunan milik nasabah oleh Perum 
Pegadaian. Menurut Suyatro dan Thomas (2003), Penjualan ini hanya akan dilakukan 
jika masa perjanjian kredit telah habis, dan nasabah tidak menebus barang tersebut, 
atau tidak memperpanjang kreditnya sebelum batas waktu kredit habis. 
Menurut (Herfika, 2013) Pihak pegadaian melakukan pelelangan harta benda 
yang menjadi jaminan pinjaman bila rahin tidak dapat melunasi pinjaman sampai 
batas waktu yang telah ditentukan dalam akad. Pelelangan dimaksud, dilakukan oleh 
pihak pegadaian sesudah memberitahukan kepada rahin paling lambat 5 hari sebelum 
tanggal penjualan. Pemberitahuan tersebut dapat melalui surat pemberitahuan 
masing-masing alamat atau melalui telepon dan lainnya. Pelelangan dimaksud 
mempunyai ketentuan sebagai berikut: a) Ditetapkan harga emas oleh pegadaian 
pada saat pelelangan dengan margin 2% untuk pembeli, b) Harga penawaran yang 
dilakukan oleh banyak orang tidak diperbolehkan karena dapat menyebabkan 
kerugian bagi rahin. Karena itu, pihak pegadaian melakukan pelelangan terbatas, 
yaitu hanya memilih beberapa orang pembeli, c) Hasil pelelangan akan digunakan 
untuk biaya penjualan 1% dari harga jual, biaya pinjaman 4 bulan, dan sisanya 
dikembalikan kepada rahin, d) Sisa kelebihan yang tidak diambil selama setahun, 
akan diserahkan oleh pihak pegadaian kepada baitulmal. 
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Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terkait tentang Proses 
pelunasan Marhun Bih dan Pengambilan Marhun oleh Bapak Elwin sebagai 
pimpinan pegadaian cabang syariah. 
“Rahin atau nasabah boleh memanfaatkan pinjaman samapai jangka waktu 
120 hari. Apabila rahin tidak dapat melunasi pinjaman sejak tanggal jatuh 
tempo pinjaman dan tidak diperbaharui, maka pihak Pegadaian akan 
melelang barang jaminan tersebut. Adapun proses pelelangan barang 
jaminan adalah sebagai berikut : 1) Satu minngu sebelum pelelangan, 
nasabah akan dihubungi melalui telpon dan surat; 2) Jika sampai tanggal 
lelang belum ditebus, maka barang tersebut akan dilelang dimuka umum; 3) 
Jika ada kelebihan nilai dari proses pelelangan, maka dana tersebut akan 
dikembalikan kepada nasabah, dan jika dalam waktu 1 tahun kelebihan uang 
tersebut tidak diambil oleh nasabah maka Pegadaian akan menyerahkan 
dana tersebut ke baitul mal; 4) Adapun jika barang yang digadaikan tidak 
laku dilelang atau terjual dengan harga yang lebih rendah dari nilai taksiran 
yang telah dilakukan pada awal pemberian pinjaman, maka barang tersebut 
dibeli oleh negara dan kerugian yang timbul olehnya ditanggung oleh Perum 
Pegadaian”.  
 
Dari hasil di atas dapat diketahui , Supriyadi (2010 ) pelelangan barang gadai 
di sebabkan karena pihak rahin tidak mampu membayar seluruh hutangnya beserta 
biaya-biaya yang harus di tanggungnya. Karena itu pihak murtahin diperbolehkan 
untuk menjual atau melelang barang yang telah di gadaikan kepada murtahin. 
Adapun meknisme penjualannya adalah sebagai berikut: (a) Pihak rahin mewakilkan 
kepada murtahin untuk menjualkan barang yang digadaikan; (b) Pihak murtahin akan 
menginformasikan secara umum melalui pengumuman bahwa akan diadakan lelang 




Menurut Ali (2008: 49) Pada dasarnya orang yang menggadaikan hartanya di 
pegadaian untuk mendapatkan pinjaman uang dapat melunasi pinjamannya kapan 
saja, tanpa harus menunggu jatuh tempo. Pemberi gadai dapat memilih cara 
pelunasan sekaligus atau mencicil utangnya. Oleh karena itu, bila masa 4 bulan telah 
sampai, tetapi rahin belum melunasi pinjamannya maka dapat mengajukan 
permohonan perpanjangan jangka waktu pinjaman selama 4 bulan, tetapi jika dalam 
waktu yang ditetapkan rahin tidak mengambil harta benda yang menjadi jaminan 
maka pegadaian syariah akan melakukan pelelangan atau penjualan barang gadai. 
6. Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Syariah 
a. Penerapan PSAK 107( Akad Ijarah ) 
Berikut ini penulis akan menguraikan hasil analisis dari penelitian yang telah 
dilakukan mengenai perlakuan akuntansi pembiayaan gadai syariah. Uraian 
mengenai perlakuan akuntansi tersebut didasarkan pada akad ijarah (PSAK No. 107) 
yang meliputi: 
1) Pengakuan dan pengukuran pembiayaan gadai syariah, 
2) Pengakuan pendapatan dan beban pembiayaan gadai syariah, dan 
3) Penyajian dan pengungkapan pada Laporan Keuangan dengan tetap 





b. Pengakuan dan Pengukuran Gadai Syariah 
Menurut Suwardjono dalam Asmitha (2002:287), pengakuan merupakan 
suatu jumlah rupiah atau cost yang digunakan untuk mengakui asset apabila jumlah 
rupiah itu timbul akibat transaksi, kejadian atau keadaan tersebut. Sedangkan, 
definisi pengukuran menurut Suwardjono dalam Asmitha (2002:260) adalah 
penentuan jumlah rupiah yang harus diletakkan pada suatu objek asset pada saat 
terjadinya yang akan dijadikan data dasar untuk mengikuti aliran fisik objek tersebut. 
Terdapat beberapa ketentuan untuk pengakuan dan pengukuran yang 
dijelaskan dalam PSAK 107, yakni: Pinjaman/ kas dinilai sebesar jumlah yang 
dipinjamkan pada saat terjadinya, Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada 
saat manfaat atas aset (sewa tempat) telah diserahkan kepada penyewa (rahin), 
Pengakuan biaya penyimpanan diakui pada saat terjadinya.  
Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terkait tentang analisis 
perlakuan akuntansi gadai syariah oleh Bapak Elwin sebagai pimpinan pegadaian 
cabang syariah. 
Ilustrasi Kasus 
Nasabah membawa barang jaminan 1 keping emas batangan seberat 25 gram 
dengan kadar 24 karat (asumsi bila standar nilai taksiran yang berlaku untuk emas 24 
karat = Rp 525.853,-) maka : 
Taksiran  = 25 gr x Rp 550.000,- 
                                                   = Rp 13.750.000,-  
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Uang Pinjaman  = 90% x Rp 13.750.000,- 
 = Rp 12.375.000,-  
 
Mu’nah/10 hari   = Taksiran/Rp 10.000 x Tarif (Rp) x jangka 
waktu/10 hari    = 13.750.000/10.000 x 86 x 10/10  
 = Rp 118.250,-  
Biaya Administrasi  = Rp 0 ,- 
Dalam PSAK 107 terdapat ketentuan untuk Pengakuan dan pengukuran 
pendapatan dari sudut pandang murtahin/LKS yakni :Pendapatan sewa selama masa 
akad diakui pada saat manfaat atas asset (sewa tempat) telah diserahkan kepada 
penyewa (rahin), Piutang atau kas diukur dan dinilai sebesar nilai yang dapat 
direalisasikan pada akhir periode pelaporan.  
Pada pegadaian konvensional, pendapatan disini diartikan sebagai pendapatan 
bunga. Di Pegadaian Syariah sebagai pegadaian yang berprinsip syariah, pendapatan 
yang dimaksud dalam pembiayaan gadai syariah khususnya adalah pendapatan 
Ijarah, pada saat laporn konsolidasi akan diakui  menjadi pendapatan sewa modal. 
Seperti diketahui bahwa pegadaian konvensional menggunakan sistem bunga 
yang besarnya telah ditentukan di awal perjanjian, sedangkan Pegadaian Syariah 
dalam produk pembiayaan gadai syariah menggunakan sistem biaya sewa yang 
diperhitungkan sesuai dengan berat emas yang digadaikan nasabah untuk dititip ke 
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pegadaian, bukan berdasar besarnya jumlah pinjaman yang diberikan. Terdapatnya 
perbedaan tersebut tentu menimbulkan pengakuan berbeda antara keduanya. 
Adapun syarat yang ditentukan oleh Pegadaian Syariah dalam pengakuan 
pendapatan yang diperolehnya. Pertama, pegadaian sudah memiliki hak untuk 
menerima pendapatan tersebut setelah penyerahan selesai dilakukan kepada nasabah. 
Kedua, kewajiban membayar atau memenuhi pendapatan tersebut sudah jelas siapa 
pihak yang bertanggung jawab yang dapat diwajibkan memenuhi kewajibannya 
kepada pegadaian.  
Pegadaian Syariah mengakui pendapatan sewa pada saat pendapatan tersebut 
diterima yaitu ketika nasabah membayar biaya sewa. Dasar pengakuan pendapatan 
adalah dasar kas (cash basis). Sebab ditinjau dari segi muamalahnya, dasar kas 
merupakan prinsip yang sudah seharusnya diterapkan dalam Islam. Berdasarkan 
pedoman tersebut, maka Pegadaian Syariah mengakui pendapatan dalam kegiatan 
pembiayaan gadai syariah hanya terdiri dari pendapatan sewa (pendapatan ijarah). 
1) Pada saat terjadinya akad pembiayaan gadai syariah  
Pegadaian Syariah mengakui pembiayaan gadai syariah pada saat akad terjadi 
dan pegadaian menyerahkan kas kepada nasabah yaitu saat pegadaian 
menandatangani dan mencairkan dana sebesar pokok pembiayaan (pinjaman) sesuai 
dengan kesepakatan pihak pegadaian dengan nasabah. Pengakuan tersebut sesuai 
dengan PSAK No.107 part 1 yang menyatakan bahwa pembiayaan gadai emas dinilai 
sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya.  
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Pada saat akad gadai syariah telah disetujui dan barang gadai telah diterima 
oleh pihak pegadaian, maka pembiayaan gadai syariah diukur sebesar jumlah tiang 
yang telah diberikan pada saat penyerahan pinjaman tersebut. Akan tetapi, jika 
ditinjau lebih dalam pada prakteknya, pencairan yang dilakukan pegadaian 
konvensional diartikan sebagai pemindahan saldo sebesar pokok kredit (pinjaman) 
dari rekening pegadaian ke rekening nasabah. Nasabah belum menerima dana dalam 
bentuk uang tunai sehingga dapat diartikan bahwa pencairan tersebut hanya bersifat 
simbolis saja. Sedangkan, sesuai prinsip syariah bahwa pengakuan atas aktiva harus 
dilakukan ketika sesuatu hal telah benar- benar terjadi dan pengakuan dan pencatatan 
baru dilakukan pada saat terjadinya perpindahan aktiva (baik berupa kas ataupun non 
- kas) dari pihak pegadaian sebagai pemilik dana kepada nasabah. Hal ini dilakukan 
karena sesuai dengan muamalah, pegadaian syariah cenderung menggunakan dasar 
kas (cash basis) dalam melakukan pencatatan akuntansinya karena merupakan cara 
yang paling manusiawi. 
Berbeda dengan pegadaian konvensional yang menggunakan dasar akrual 
(accrual basis). Penggadai juga biaya administrasi yang telah ditetapkan oleh pihak 
pegadaian dan di bayarkan saat akad pembiayaan terjadi.  
Untuk contoh kasus nasabah di atas, Pegadaian Syariah akan mengakui dan 
mengukur pembiayaan gadai syariah, pada saat pegadaian menyerahkan pinjaman 
dan menerima barang gadai dengan jurnal sebagai berikut: 
a) Pada saat terjadinya akad pembiayaan gadai syariah 
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Dr. Penyaluran marhun bih   Rp. 12.375.000 
Kr. Kas     Rp. 12.375.000 
Jurnal pada saat nasabah membayar administrasi: 
Dr. Kas    Rp. 0,- 
Kr. Pendapatan administrasi Rp. 0,- 
Penyaluran marhun bih disajikan sebesar nilai persentase sesuai golongan 
dari taksiran barang agunan tersebut. Adapun pendapatan administrasi disajikan nol 
rupiah karena pada pegadaian syariah, nasabah tidak dikenakan biaya administrasi 
pada saat terjadinya akad. Pada saat PT. Pegadaian Syariah Persero menyusun 
laporan konsolidasi pada akhir tahun, pencatatan akun penyaluran marhun bih 
dimasukkan kedalam akun penyaluran pinjaman yang diberikan dalam laporan 
keuangan arus kas sebagai bagian dari pengeluaran kas dalam aktivitas operasi. 
Ilustrasi laporan keuangan arus kas konsolidasi untuk mencatat akun penyaluran 
pinjaman yang diberikan. 
Pada saat penyusunan laporan keuangan neraca konsolidasian, akun 
penyaluran pinjaman yang diberikan dimasukkan dalam kategori akun pinjaman 
yang diberikan. Ilustrasi laporan keuangan neraca konsolidasian untuk mencatat akun 
penyaluran pinjaman yang diberikan adalah sebagai berikut: 
b) Pada saat pelunasan pembiayaan gadai syariah 
Dr. Kas   Rp. 12.375.000 
Kr. Pelunasan marhun bih   Rp. 12.375.000 
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Dr. Kas   Rp.  118.250,- 
Kr. Pendapatan Ijarah lunas   Rp. 118.250,- 
Berdasarkan ilustrasi kasus di atas, apabila nasabah telah melakukan 
pelunasan atas pembiayaan syariah, maka pihak pegadaian akan menerima kas 
sebesar jumlah pinjaman yang diberikan. Biaya sewa (ujrah rahn) yang dibayar oleh 
nasabah selama barang dititipkan akan diakumulasikan. Pada saat PT Pegadaian 
Syariah Persero menyusun laporan keuangan konsolidasian, akun pelunasan marhun 
bih dimasukkan dalam kategori pelunasan pinjaman yang diberikan pada laporan 
arus kas sebagai penerimaan kas dari aktivitas operasi. 
c) Pada saat jatuh tempo, utang tidak dapat dilunasi dan kemudian barang gadai 
dilelang. Maka, pelelangan barang gadai jika nilainya sama dengan 
piutang/penyaluran mahruh bih. 
Dr. Kas   Rp.  12.375.000,- 
Kr. Pendapatan Mu’nah lunas Rp. 12.375.000,- 
d) Jika pelelangan barang gadai nilainya lebih besar dari penyaluran marhun bih 
(misalnya barang gadai terjual dengan nilai Rp 12.500.000) : 
Dr. Kas      Rp 12.500.000 
 Cr. Penyaluran marhun bih    Rp 12.375.000 
e) Jika pelelangan barang gadai nilainya lebih kecil dari penyaluran marhun bih 
(misalnya barang gadai terjual dengan nilai 12.000.000) 
Dr. Kas      Rp 12.000.000 
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Dr. Rugi penjualan aktiva lain-lain  Rp   375.000   
 Cr. Penyaluran marhun bih   Rp 12.375.000 
Jika pada saat saat jatuh tempo barang gadai tidak ditebus oleh Rahin, maka 
Pegadaian akan melakukan pelelangan akan barang gadai tersebut. Jika pada saat 
pelelangan terdapat kelebihan dari barang gadai tersebut, maka kelebihan tersebut 
akan dikembalikan kepada Rahin dan dicatat sebagai hutang kepada nasabah pada 
sisi kredit. Namun apabila nilainya kurang atau lebih rendah dari nilai taksiran yang 
telah dilakukan pada awal pemberian pinjaman, maka barang tersebut dibeli oleh 
negara dan kerugian yang timbul olehnya ditanggung oleh Perum Pegadaian dan 
diakui sebagai rugi penjualan aktiva lain-lain. Hal ini karena Pegadaian mengakui 
barang jaminan yang ditaksir wajar, tidak ditebus sampai dengan jatuh tempo dan 
tidak laku saat dilelang selanjutnya dibeli oleh perusahaan dan diakui sebagai aktiva 
lain-lain sebesar nilai perolehannya atau berdasarkan nilai wajar. 
Dalam PSAK 107, pengakuan dan pengukuran beban dalam perspektif Mu’jir 
(pemilik) adalah bahwa biaya penyimpanan diakui pada saat terjadinya dan jika 
penyewa melakukan perbaikan rutin obyek ijarah dengan persetujuan pemilik, maka 
biaya tersebut dibepegadaianan kepada pemilik dan diakui sebagai beban pada saat 
terjadinya .Kemudian beban dalam kegiatan pembiayaan pada Pegadaian 
Syariahyang terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan pihak pegadaian menyangkut 
pembiayaan gadai syariahtelah ditanggung oleh nasabah dan diakui pendapatan oleh 
pihak pegadaian.Hal ini diakui pada saat terjadinya atau dikeluarkannya biaya 
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tersebut sehingga pegadaian tidak mencatatnya sebagai beban tetapi mencatatnya 
sebagai pendapatan yang telah disepakati oleh penyewa (rahin). 
c. Pengungkapan dan Penyajian pada Laporan Keuangan  
Dalam menyajikan laporan keuangan Pegadaian Syariah menyusun dan 
menyajikan sesuai dengan PSAK No. 107. Dalam pelaporan tersebut, Pegadaian 
Syariah juga masih mengikuti ketentuan yang disyaratkan pada PSAK No. 101 
tentang Penyajian Laporan Keuangan dan belum menggunakan ED PSAK 101 
(revisi 2011) yang tidak memperkenankan adanya pengungkapan.  
Tabel 4.5 
Contoh Laporan Keuangan Arus Kas Konsolidasian 
 
Sumber: Laporan Keuangan PT Pegadaian Persero 2016 
Pada saat PT. Pegadaian Syariah Persero menyusun laporan konsolidasi pada    
akhir tahun, pencatatan akun penyaluran marhun bih dimasukkan kedalam 
akun penyaluran pinjaman yang diberikan dalam laporan keuangan arus kas 
sebagai bagian dari pengeluaran kas dalam aktivitas operasi. Ilustrasi laporan 





Contoh Laporan Keuangan Neraca Konsolidasian 
 
Sumber: Laporan Keuangan PT Pegadaian Persero 2016 
 
Pada saat penyusunan laporan keuangan neraca konsolidasian, akun 
penyaluran pinjaman yang diberikan dimasukkan dalam kategori akun pinjaman 
yang diberikan. Ilustrasi laporan keuangan neraca konsolidasian untuk mencatat akun 
penyaluran pinjaman yang diberikan. 
Berdasarkan ilustrasi kasus di atas, apabila nasabah telah melakukan 
pelunasan atas pembiayaan syariah, maka pihak pegadaian akan menerima kas 
sebesar jumlah pinjaman yang diberikan. Biaya sewa (ujrah rahn) yang dibayar oleh 
nasabah selama barang dititipkan akan diakumulasikan. Pada saat PT Pegadaian 
Syariah Persero menyusun laporan keuangan konsolidasian, akun pelunasan marhun 
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bih dimasukkan dalam kategori pelunasan pinjaman yang diberikan pada laporan 
arus kas sebagai penerimaan kas dari aktivitas operasi. 
Tabel 4.7 
Contoh Laporan Keuangan Arus Kas Konsolidasian 
 
Sumber: Laporan Keuangan PT Pegadaian Persero 2016 
 
Berdasarkan penyajian laporan keuangan konsolidasi, laporan sumber dan 
penggunaan zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan dan laporan 
rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil tidak dicantumkan sebagai bagian dari laporan 
keuangan. Hal ini disebabkan karena penyusunan laporan keuangan mengikuti 
penyusunan laporan keuangan pada pegadaian konvensional. Pengungkapan meliputi 
penyajian informasi dalam laporan keuangan termasuk laporan keuangan itu sendiri, 
catatan atas laporan keuangan. Dan pengungkapan tambahan yang berkaitan dengan 
laporan keuangan. Pada laporan keuangan Pegadaian Syariah berdasar PSAK No. 
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107 di dalam laporan tersebut pihak pegadaian mengungkapkan penjelasan yang 
signifikan mengenai total pembayaran pembiayaan gadai syariah dan menyajikan 
pembiayaan gadai syariah pada suatu akun yang sama dengan produk ijarah, qardh 
ke dalam akun piutang sebagai bentuk kesatuan dari total pembiayaan yang 
disalurkan.Hal ini karena sesuai dengan keputusan direksi Perum Pegadaian Nomor: 
126/ US1.00/2006 perihal. 
Pemberlakuan Pedoman Operasional Gadai Syariah dimana Pegadaian 
syariah masih mengikuti pedoman akuntansi yang diberlakukan oleh Perum 
Pegadaian. Adapun pada laporan keuangan, Pegadaian Syariah menyajikan 
penyaluran marhun bih sebagai pinjaman yang diberikan atau sebagai piutang usaha, 
pelunasan marhun bih sebagai pengembalian pinjaman yang diberikan, serta 
pendapatan mu’nah sebagai pendapatan sewa modal. Ketika laporan keuangan 
Pegadaian syariah dan Pegadaian konvensional dikonsolidasi, jumlah proporsi 
pendapatan dari masing-masing cabang diungkapkan pada catatan atas laporan 
keuangan. Dari sini dapat dilihat, hampir tidak ada perbedaan antara Pegadaian 
Syariah dan Pegadaian konvensional, yang membedakannya hanya pada namanya 





C. Gadai Konvensional 
Gadai merupakan suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas 
suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau 
oleh seorang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada orang yang 
berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan 
dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya; dengan pengecualian biaya untuk 
melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan 
setelah barang itu digadaikan (Sari, 2010).  
Menurut Harfika (2013) Pegadaian dimaksudkan sebagai suatu lembaga yang 
memberikan fasilitas bagi warga masyarakat untuk dapat memperoleh pinjaman uang 
secara praktis. Pinjaman uang dimaksud, lebih mudah diperoleh calon nasabah 
karena menjaminkan barang-barang yang mudah didapat pula. Dengan jaminan 
barang seperti emas, motor dan sebagainya bisa membantu masyarakat yang 
membutuhkan dana cepat. Hanya dengan memberikan jaminan yang dimiliki oleh 
nasabah, maka masyarakat selaku nasabah yang akan meminjam sejumlah dana bisa 
langsung mendapat sebagian dana yang dibutuhkan. Hal ini, membuat lembaga 
pegadaian secara relatif mempunyai kelebihan bila dibandingkan lembaga keuangan 
lainnya. 
Pegadaian konvensional mengenal sistem bunga dalam pelunasan pokok 
pinjaman yang menjadi tanggungan, Selain itu pada pegadaian konvensional terdapat 
tambahan sejumlah uang yang harus dibayar pada saat membayar utang, namun 
97 
 
semua itu dilakukan oleh pihak pegadaian sebagai upaya tanggungjawab nasabah 
yang meminjam sejumlah dana agar mengembalikan tepat pada waktunya. jika dalam 
islam sendiri penambahan sejumlah dana atau prosentase dalam pengembalian yang 
dilakukan pegadaian konvensional pada umumnya bisa mengarah pada riba. Riba 
adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jualbeli maupun pinjam 
meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah (Antonio, 2005). 
 Perum Pegadaian sebagai badan usaha yang memonopoli atau satu-satunya 
lembaga formal di Indonesia yang berdasarkan hukum diperbolehkan melakukan 
pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai, memiliki 
tugas pokok, yaitu untuk menjembatani kebutuhan dana masyarakat dengan 
memberi uang pinjaman/pembiayaan berdasarkan hukum gadai dan usaha-usaha lain 
yang berhubungan dengan tujuan pegadaian atas dasar materi. Tugas tersebut untuk 
membantu masyarakat agar tidak terjerat dalam praktik lintah darat, ijon atau pelepas 
uang lainnya (money lender), dalam usahanya untuk memenuhi kehidupan hidupnya 
sehari-hari (Siamat dan Dahlan, 2001). 
 Sifat usaha Pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi 
kemanfaatan umum, dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip 
pengelolaan. Oleh karena itu, Pegadaian memiliki tujuan sebagai berikut : Turut 
melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di 
bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang 
pinjaman/pembiayaan atas dasar hukum gadai (Siamat dan Dahlan, 2000). Untuk 
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mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh ke tangan 
para pelepas uang atau tukang ijon atau tukang rentenir yang bunganya relatif tinggi 
dan mencegah praktik pegadaian gelap dan pinjaman yang tidak wajar. 
1. Mekanisme Operasional Gadai Konvensional 
Menurut Rais (2006:140) penyaluran pinjaman Pegadaian kepada masyarakat 
dilakukan atas dasar hukum gadai. Besarnya jumlah uang pinjaman disesuaikan 
dengan nilai taksiran dari barang barang yang dijadikan sebagai jaminan dan sangat 
dipengaruhi oleh golongan barang jaminan yang telah ditetapkan berdasarkan 
ketentuan Direksi Pegadaian. Penggolongan uang pinjaman yang diberikan kepada 
nasabah berdasarkan SK. Direksi Nomor: SE 7/UI.1.00211/2008 tentang pinjaman 
digolongkan berdasarkan tingkat sewa modal dan jangka waktu pinjaman menjadi 6 
golongan. 
Menurut Dahlan (2010) Para pihak (pemberi dan penerima gadai) masing-
masing mempunyai hak dan kewajibannya adalah sebagai berikut, Pemegang gadai 
berhak untuk menjual barang saat jatuh tempo atau pada waktu yang ditentukan 
tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berutang. Sedang hasil 
penjualan barang jaminan tersebut diambil sebagian untuk melunasi utang pemberi 
gadai dan sisanya dikembalikan kepadanya, Pemegang gadai berhak mendapatkan 
penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan barang 
jaminan, dan selama utangnya belum dilunasi, maka pemegang gadai berhak untuk 
menahan barang jaminan yang diserahkan oleh pemberi gadai (hak retentie). 
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Sumber: Rais (2006: 142) 
2. Penggolongan Pinjaman dan Bunga Gadai 
Penggolongan uang pinjaman yang diberikan kepada nasabah berdasarkan 
SK. Direksi Nomor: SE 7/UI.1.00211/2008 tentang pinjaman digolongkan 
berdasarkan tingkat sewa modal dan jangka waktu pinjaman, menjadi enam golongan 





















Per 15 Hari 
(%) 
A 50.000 - 500.000 120 95% 0,75% 
B1 500.001 – 1.000.000 120 91% 1,20% 
B2 1.000.001 – 2.500.000 120 91% 1,20% 
B3 2.500.001 - 5.000.000 120 91% 1,20% 
C1 5.000.001 – 10.000.000 120 92% 1,30% 
C2 10.000.001 – 15.000.000 120 92% 1,30% 
C3 15.000.001 – 20.000.000 120 92% 1,30% 
D 20.000.001 – ke atas 120 93% 1% 
Sumber: Pegadaian Cabang Bulukumba 
f) Sewa modal 1- 15 dihitung 15 hari 
g) Sewa modal 16- 30 dihitung 30 hari 
h) Sewa modal 31- 45 dihitung 45 hari 
i) Maksimum Peminjaman selama 120 hari 





4. Proses Pelunasan Pinjaman 
Menurut Muhammad dan Hadi (2003), Prosedur Pelunasan Kredit Gadai 
sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan pada waktu pemberian pinjaman, 
nasabah mempunyai kewajiban untuk melakukan pelunasan uang pinjaman yang 
telah diterima. Pada dasarnya, nasabah dapat dapat melunasi kewajibannya setiap 
saat tanpa harusmenunggu jatuh tempo pelunasan. Pelunasan uang pinjaman oleh 
nasabah prosedurnya adalah sebagai berikut: 
a. Nasabah membayarkan uang pinjaman dan ditambah sewa modal (bunga) 
langsung kepada kasir disertai dengan bukti surat gadai. 
b. Barang dikeluarkan oleh petugas penyimpanan barang 
c. Barang yang digadaikan dikembalikan kepada nasabah 
d. Sedangkan apabila kredit belum dapat dikembalikan pada waktunya, dapat 
diperpanjang dengan cara mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu 
pinjaman selama 120 hari atau 4 bulan kembali. Dengan pelunasan sesuai 
ketentuan yang berlaku seperti di atas. 













5. Proses Pelelangan Barang Gadai 
Pelelangan adalah Penjualan barang agunan milik nasabah oleh Perum 
Pegadaian. Menurut Suyatro dan Thomas (2003) , Penjualan ini hanya akan 
dilakukan jika masa perjanjian kredit telah habis, dan nasabah tidak menebus barang 
tersebu, atau tidak memperpanjang kreditnya sebelum batas waktu kredit habis. 
Menurut Triandaru dan Budisantoso (2007), Penjualan barang yang 
digadaikan melalui suatu pelelangan akan dilakukan oleh Perum Pegadaian pada saat 
yang telah ditentukan di muka apabila hal-hal berikut ini terjadi: Pada saat masa 
pinjaman habis atau jatuh tempo, nasabah tidak bisa menebus barang yang 
digadaikan dan membayar kewajiban lainnya karena berbagai alasan, dan Pada saat 
masa pinjaman habis atau jatuh tempo, nasabah tidak memperpanjang batas waktu 
peminjamannya karena berbagai alasan. 
Adapun hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis tentang proses 
pelelangan barang gadai oleh bapak Ainul bahwa  
“Apabila pinjaman belum dapat dikembalikan pada waktunya dan nasabah 
tidak melakukan perpanjangan pinjaman, maka Pegadaian akan melelang 
barang yang telah jatuh tempoh, Pegadaian melakukan pemberitahuan 
melalui surat bahwa barang jaminan akan dilelang dan pengumuman lelang 
dipasang di papan pengumuman atau media masa;Lelang dipimpin oleh 
kantor cabang;Pembacaan berita acara oleh pihak Pegadaian tentang tata 
tertib pelaksanaan lelang; Pengambilan keputusan lelang bagi penawar yang 
paling tinggi. 
 
Dari hasil di atas dapat diketahui proses pelelangan adalah Apabila barang 
yang digadaikan tidak laku dilelang atau terjual dengan harga yang lebih rendah 
daripada nilai taksiran yang dilakukan pada awal pemberian pinjaman kepada 
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nasabah yang bersangkutan, maka barang yang tidak laku dilelang tersebut dibeli 
oleh negara dan kerugian yang timbul ditanggung oleh Perum Pegadaian. Sedangkan 
menurut Muhammad dan Hadi (2003), Pelaksanaan lelang harus dipilih waktu yang 
baik karena agar tidak mengurangi hak nasabah, karena setelah nasabah tidak 
melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo dan tidak melakukan perpanjangan, maka 
barang jaminannya akan dilelang dan hasil pelelangan barang yang digadaikan akan 
digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban nasabah yang terdiri dari: pokok 
pinjaman, bunga, serta biaya lelang.  
6. Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Konvensional 
Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terkait tentang analisis 
perlakuan akuntansi gadai syariah oleh Bapak A. Dony.S.E 
Ilustrasi Kasus  
Masih dengan ilustrasi yang sama dengan ilustrasi yang ditampilkan pada 
gadai syariah. Nasabah membawa barang jaminan 1 keping emas batangan seberat 
25 gram dengan kadar 24 karat (asumsi bila standar nilai taksiran yang berlaku untuk 
emas 24 karat = Rp 550.000,-) maka :  
Taksiran  = 25 gr x Rp 550.000,- 
                                                   = Rp 13.750.000,-  
Uang Pinjaman  = 92% x Rp 13.750.000,- 
 = Rp 12.650.000,-  
Sewa modal / 15 hari   = 12.650.000 x 1.30% 
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    = 162.663  
Biaya Administrasi  = Rp 75.000 
a. Pengakuan dan Pengukuran 
Pengakuan (recognition) merupakan proses pembentukan suatu pos yang 
memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan dalam neraca atau laporan laba 
rugi. Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata 
maupun dalam jumlah uang dan mencantumkannya ke dalam neraca atau laporan 
laba rugi. Pos yang memenuhi kriteria tersebut harus diakui dalam neraca atau 
laporan laba rugi. Kelalaian untuk mengakui pos semacam itu tidak dapat diralat 
melalui pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan maupun melalui catatan 
atau materi penjelasan (Makaluas dan dhullo 2016).  
Pengakuan atas kas dan pegadaian pada Perum Pegadaian diakui pada saat 
terjadi transaksi kas/pegadaian, yaitu : 
a. Penerimaan uang tunai, cek, giro bilyet oleh kasir. 
b. Dilakukan pembayaran/penyetoran berupa uang tunai, giro oleh kasir. 
Adapun pada pengukurannya saldo kas ditetapkan menurut nilai nominalnya. 
Pendapatan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode 
akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan 
kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal dan yang 
timbul dari aktivitas usaha gadai dan investasi serta aktivitas usaha lainnya yang 
dilakukan perusahaan selama satu periode. 
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Pendapatan usaha yang diperoleh pada Pegadaian diakui sebagai pendapatan 
berdasarkan accrual basis. Selama tahun berjalan pendapatan usaha gadai 
konvensional yang kemudian disebut dengan pendapatan sewa modal diakui dan 
dicatat pada saat pinjaman dilunasi/diangsur berdasarkan Surat Bukti Kredit (SBK) 
yang diterbitkan. Untuk pembiayaan pinjaman, Pegadaian konvensional menghitung 
berdasarkan uang pinjamanyang merupakan hasil dari pesentase sesuai golongan dari 
taksiran yang berlaku unt uk barang agunan tersebut. Adapun pendapatan Bea 
Administrasi diakui dan dicatat pada saat perusahaaan menyalurkan kredit kepada 
nasabah sesuai dengan klasifikasi golongan kreditnya. 
a) Jurnal pada saat menyerahkan uang pinjaman : 
Dr. penyaluran Pinjaman yang diberikan  Rp 12.650.000 
Cr. Kas       Rp 12.650.000 
Penyaluran pinjaman disajikan sebesar nilai persentase sesuai golongan dari 
taksiran barang agunan tersebut. Ketika nasabah ingin meminjam uang kepada pihak 
pegadaian dan telah memperlihatkan barang jaminan. Pada saat itu juga pihak 
pegadaian akan menaksirkan nilai nominal dari barang jaminan tersebut. Kemudian 
meminta persetujuan dari nasabah. Ketika nasabah menyepakati pada saat itu akan 
terjadi transaksi. Transaksi ini akan dicatat oleh pihak pegadaian yang akan diakui 
sebagai penyaluran pinjaman yang diberikan pada kas. Hal ini dapat dilihat pada 
laporan arus kas konsilidasi. 
b) Pada saat menerima uang untuk biaya administrasi : 
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 Dr. Kas       Rp 75.000 
  Cr. Pend.Biaya adm     Rp. 75.000 
Ketika nasabah meminjam uang dari pegadaian akan dikenakan biaya 
admistrasi. Adapun biaya administrasi disajikan sebesar satu persen dari jumlah uang 
pinjaman.  
c) Pada saat nasabah melunasi uang pinjaman 
Dr. Kas       Rp 12.650.000 
  Cr. Pel pinjaman yang diberikan   Rp 12.650.000 
Ketika nasabah telah membayar kewajibannya kepada pihak pegadaian dan 
mengambil kembali barang jaminannya. Lihat pada laporan arus kas. 
d) Pada saat nasabah melunasi sewa modal  
Dr. Kas      Rp 162.663 
  Cr. Pend.sewa modal    Rp 162.663 
e) Pada saat jatuh tempo,utang tidak dapat dilunasi dan kemudian barang gadai 
dilelang, maka pelelangan barang gadai jika nilainya sama dengan piutang 
Dr. Kas       Rp 12.650.000 
   Cr. Penyaluran pinj. Yg diberikan  Rp 12.650.000 
Sama dengan Pegadaian Syariah, jika pada saat saat jatuh tempo barang gadai 
tidak ditebus oleh nasabah, maka Pegadaian akan melakukan pelelangan akan 
barang gadai tersebut. Lihat pada laporan arus kas. 
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f) Jika pelelangan barang gadai nilainya lebih besar dari penyaluran pinjaman yang 
diberikan ( misalnya barang gadai terjual dengan nilai  Rp 13.000.000) 
Dr. Kas       Rp 13.000.000 
  Cr. Penyaluran pinj. Yang diberikan   Rp 12.650.000 
  Cr. Hutang kepada nasabah   Rp  350.000 
Jika pada saat pelelangan terdapat kelebihan dari barang gadai tersebut, maka 
kelebihan tersebut akan dikembalikan kepada nasabah dan dicatat sebagai hutang 
kepada nasabah pada sisi kredit. 
g) Jika pelelangan barang gadai nilainya lebih kecil dari penyaluran pinjaman yang 
diberikan (misalnya barang gadai terjual dengan nilai Rp 12.000.000)  
Dr. Kas       Rp 12.000.000 
Dr. Rugi penjualan aktiva lain-lain  Rp  650.000 
  Cr. Penyaluran pinjaman yang diberikan  Rp 12.650.000 
Namun apabila nilainya kurang atau lebih rendah dari nilai taksiran yang 
telah dilakukan pada awal pemberian pinjaman, maka barang tersebut dibeli oleh 
negara dan kerugian yang timbul olehnya ditanggung oleh Perum Pegadaian dan 
diakui sebagai rugi penjualan aktiva lain-lain. Hal ini karena Pegadaian mengakui 
barang jaminan yang ditaksir wajar, tidak ditebus sampai dengan jatuh tempo dan 
tidak laku saat dilelang selanjutnya dibeli oleh perusahaan dan diakui sebagai aktiva 




c. Pengungkapan dan Penyajian pada Laporan Keuangan  
 Pengungkapan secara konseptual merupakan bagian dari laporan keuangan. 
Secara teknis pengungkapan  merupakan langkah akhir dalam  proses akuntansi yaitu 
penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh statemen keuangan 
(suwardjono, 2008). PT. Pegadaian adalah  sebuah perusahaan yang bergerak dalam  
bidang  jasa keuangan yang kegiatan utamanya adalah menyalurkan uang pinjaman 
atas dasar hukum gadai Diketahui bahwa tujuan dari sebuah entitas adalah untuk 
mendapatkan keuntungan atau  laba, sama halnya dengan pegadaian.  Hal ini akan 
tergambar dalam  laporan keuangan.   
Menurut PSAK 60 mengharuskan pengungkapan menurut kelas-kelas 
instrumen keuangan, entitas harus mengelompokkan instrumen keuangannya ke 
dalam kelas-kelas yang tepat, sesuai dengan informasi yang diungkapkan. Oleh 
sebab itu setiap transaksi yang terjadi dalam sebuah entitas harus di ungkapakan 
secara keseluruhan  dalam pos-pos yang tepat.  
 Adapun penyajian laporan keuangan menurut PSAK 1 yaitu Pernyataan ini 
mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan 
persyaratan minimal isi laporan keuangan. Entitas menerapkan Pernyataan ini dalam 
penyusunan dan penyajian laporan keuangan bertujuan umum sesuai dengan SAK.  
Sedangkan berdasarkan Pedoman Kebijakan Akuntansi Perum Pegadaian, Pegadaian 
konvensional membuat laporan keuangan yang terdiri dari, Neraca, Laporan laba 
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rugi, Laporan arus kas, Laporan perubahan ekuitas, dan Catatan atas laporan 
keuangan.  
Tabel 4.9 
Contoh Laporan Keuangan Neraca Konsolidasian 
 
Sumber: Laporan Keuangan PT Pegadaian Persero 2016 
 
Penyaluran pinjaman disajikan sebesar nilai persentase sesuai golongan dari 
taksiran barang agunan tersebut. Ketika nasabah ingin meminjam uang kepada pihak 
pegadaian dan telah memperlihatkan barang jaminan. Pada saat itu juga pihak 
pegadaian akan menaksirkan nilai nominal dari barang jaminan tersebut. Kemudian 
meminta persetujuan dari nasabah. Ketika nasabah menyepakati pada saat itu akan 
terjadi transaksi. Transaksi ini akan dicatat oleh pihak pegadaian yang akan diakui 
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sebagai penyaluran pinjaman yang diberikan pada kas. Hal ini dapat dilihat pada 
laporan arus kas konsilidasi. 
Tabel 4.10 
Contoh Laporan Keuangan Arus Kas Konsolidasian 
 
Sumber: Laporan Keuangan PT Pegadaian Persero 2016 
Pada laporan keuangan konsolidasi Perum Pegadaian menyajikan 
pembiayaan pegadaian pada akun yang sama dengan Pegadaian Syariah. Untuk 
jumlah dari masing-masing penyaluran dana dilihat pada pengungkapan pada catatan 
atas laporan keuangan. Begitupun untuk pendapatan dari tarif administrasi dan sewa 
modal atau dalam gadai syariah disebut dengan pendapatan ijaroh. Pada penyajian 
neraca untuk aktiva lain-lain, Pegadaian mangkatagorikan barang lelang perusahaan 
sebagai barang jaminan yang ditaksir wajar, tidak ditebus sampai dengan jatuh tempo 
dan tidak laku saat lelang yang kemudian dibeli oleh perusahaan, sehingga barang 
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lelang tersebut menjadi aktiva perusahaan yang disajiakan sebagai aktiva lain-lain 
pada sisi debet pada urutan terakhir dari urutan aktiva. 
Penyajian laporan keuangan pada pegadaian konvensional dan pegadaian 
syariah, akan terlihat pada laporan keuangan konsolidasi yaitu terletak pada catatan 
atas laporan keuangan. Terkhusus untuk pegadaian syariah pada laporan keuangan 
konsolidasi akan terlihat jelas pada catatan atas laporan keuangan.  
Tabel 4.11 
Perbandingan Perlakuan Akuntansi 
Gadai Syariah dan Gadai Konvensional 




a. Pengakuan dan 
pengukuran pembiayaan 
gadai syariah, Kejadian - 
kejadian yang penting 
(critical event) pada 
pembiayaan yaitu 
a. Pada saat terjadinya akad 
pembiayaan: 
Pengakuan tersebut 
sesuai dengan PSAK 
No.107 part 1 yang 
menyatakan bahwa 
pembiayaan gadai emas 
dinilai sebesar jumlah 
yang dipinjamkan pada 
saat terjadinya dan 
menggunakan dasar kas 
(cash basis) 
b. Pada saat penerimaan 
angsuran atau cicilan: 
Apabila terdapat 
penerimaan angsuran 
atau pembayaran maka 
pihak pegadaian 
Pengakuan dan 
pengukuran atas kas dan 
pegadaian pada Perum 
Pegadaian diakui pada 
saat terjadi terjadi 
transaksi kas/pegadaian, 
yaitu : 
a. Penerimaan uang 




n berupa uang tunai, 
giro oleh kasir. 
Adapun pada 
pengukurannya saldo kas 
ditetapkan menurut nilai 
nominalnya. 
Pendapatan usaha yang 
diperoleh pada Pegadaian 
diakui sebagai pendapatan 
berdasarkan accrual 
basis. Selama tahun 







sewa atas biaya sewa 
yang telah dibayarkan 
oleh nasabah yang 
telah menggunakan 
jasanya 
c. Pada saat pelunasan 
pembiayaa gadai emas: 
Mengenai penyelesaian 
atau berakhirnya akad 
pembiayaan gadai 
syariah diakui pada 
saat pokok pembiayaan 
telah dilunasi oleh 
nasabah. Karena 
pembiayaan gadai 
syariah ini hanya 
sebatas sewa tempat 
saja, maka pihak 
pegadaian lebih 
memprioritaskan 
pengakuan biaya sewa 
kemudian 
pengembalian 
pinjaman pokok dari 
nasabahnya 
b. Pengakuan pendapatan 
dan beban pembiayaan 
gadai syariah 
1. Pegadaian Syariah 
mengakui pendapatan 
sewa pada saat 
pendapatan tersebut 
diterima yaitu ketika 
nasabah membayar biaya 
sewa pada saat 
pelunasan. Dasar 
pengakuan pendapatan 
adalah dasar kas (cash 
gadai konvensional yang 
kemudian disebut dengan 
pendapatan sewa modal 
diakui dan dicatat pada 
saat pinjaman 
dilunasi/diangsur 
berdasarkan Surat Bukti 





uang pinjaman yang 
merupakan hasil dari 
pesentase sesuai golongan 
dari taksiran yang berlaku 
unt uk barang agunan 
tersebut. Adapun 
pendapatan Bea 
Administrasi diakui dan 
dicatat pada saat 
perusahaaan menyalurkan 
kredit kepada nasabah 
sesuai dengan klasifikasi 
golongan kreditnya 
Administrasi diakui dan 
dicatat pada saat 
perusahaaan menyalurkan 
kredit kepada nasabah 
sesuai dengan klasifikasi 
golongan kreditnya 
Administrasi diakui dan 
dicatat pada saat 
perusahaaan menyalurkan 





2. Beban dalam kegiatan 
pembiayaan yang terdiri 




syariah yang ditanggung 
oleh nasabah dan diakui 
pendapatan oleh pihak 
pegadaian. Hal ini diakui 





beban tetapi mencatatnya 
sebagai pendapatan. 
2 Penyajian dan 
Pengungkapan  
Dalam menyajikan laporan 
keuangan Pegadaian 
Syariah menyusun dan 
menyajikan sesuai dengan 
PSAK No. 107. Dalam 
pelaporan tersebut, 
Pegadaian Syariah juga 
masih mengikuti ketentuan 
ya ng disyaratkan pada 
PSAK No. 101 tentang 
Penyajian Laporan 
Keuangan dan belum 
menggunakan ED PSAK 
101 (revisi 2011) yang 
tidak memperkenankan 
adanya pengungkapan. Di 
mana laporan keuangan 
berdasar pada PSAK No. 
101 tersebut terdiri atas: 
1) Neraca; 
2) Laporan laba rugi; 
3) Laporan perubahan 
ekuitas; 






keuangan yang terdiri 
dari:  
1) Neraca,  
2) Laporan laba rugi,  
3) Laporan arus kas,  
4) Laporan 
perubahan ekuitas,  
5) Catatan atas 
laporan keuangan. 




pada akun yang sama 
dengan Pegadaian 
Syariah. Untuk jumlah 
dari masing-masing 
penyaluran dana dilihat 
pada pengungkapan pada 
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5) Laporan sumber dan 
penggunaan dana 
zakat; 
6) Laporan sumber dan 
penggunaan dana 
kebajikan, 
7) Laporan Rekonsiliasi 
Pendapatan dan Bagi 
Hasil dan  
8) Catatan atas laporan 
keuangan. 
Pengungkapan meliputi 
penyajian informasi dalam 
laporan keuangan 
termasuk laporan 
keuangan itu sendiri, 
catatan atas laporan 
keuangan. Dan 
pengungkapan tambahan 
yang berkaitan dengan 
laporan keuangan. Pada 
laporan keuangan 
Pegadaian Syariah 
berdasar PSAK No. 107 di 
dalam laporan tersebut 
pihak pegadaian 
mengungkapkan 
penjelasan yang signifikan 
mengenai total 
pembayaran pembiayaan 
gadai syariah dan 
menyajikan pembiayaan 
gadai syariah pada suatu 
akun yang sama dengan 
produk ijarah, qardh ke 
dalam akun piutang 
sebagai bentuk kesatuan 
dari total pembiayaan yang 
disalurkan. Hal ini karena 
sesuai dengan keputusan 
direksi Perum Pegadaian 
Nomor: 126/ US1.00/2006 
catatan atas laporan 
keuangan. Begitupun 
untuk pendapatan dari 
tarif administrasi dan 
sewa modal atau dalam 
gadai syariah disebut 
dengan pendapatan 
ijaroh. Pada penyajian 




sebagai barang jaminan 
yang ditaksir wajar, tidak 
ditebus sampai dengan 
jatuh tempo dan tidak 
laku saat lelang yang 
kemudian dibeli oleh 
perusahaan, sehingga 
barang lelang tersebut 
menjadi aktiva 
perusahaan yang 
disajiakan sebagai aktiva 
lain-lain pada sisi debet 
pada urutan terakhir dari 






A.  Kesimpulan 
Berdasarkan data-data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat 
diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 
1. Perlakuan Akuntansi Gadai Syariah  
Pengakuan dan pengukuran pembiayaan gadai syariah, Kejadian - 
kejadian yang penting (critical event) pada pembiayaan yaitu, Pada saat 
terjadinya akad pembiayaan . Pengakuan tersebut sesuai dengan PSAK No.107 
part 1 yang menyatakan bahwa pembiayaan gadai emas dinilai sebesar jumlah 
yang dipinjamkan pada saat terjadinya dan menggunakan dasar kas (cash 
basis),  Pada saat penerimaan angsuran atau cicilan, apabila terdapat 
penerimaan angsuran atau pembayaran maka pihak pegadaian mengakuinya 
sebagai pengurang pokok pembiayaan dan mengakui pendapatan sewa atas 
biaya sewa yang telah dibayarkan oleh nasabah yang telah menggunakan 
jasanya, pada saat pelunasan pembiayaan gadai emas mengenai penyelesaian 
atau berakhirnya akad pembiayaan gadai syariah diakui pada saat pokok 
pembiayaan telah dilunasi oleh nasabah. Karena pembiayaan gadai syariah ini 
hanya sebatas sewa tempat saja, maka pihak pegadaian lebih memprioritaskan 




Pengakuan pendapatan dan beban pembiayaan gadai syariah, Pegadaian 
Syariah mengakui pendapatan sewa pada saat pendapatan tersebut diterima 
yaitu ketika nasabah membayar biaya sewa pada saat pelunasan. Dasar 
pengakuan pendapatan adalah dasar kas (cash basis),  Beban dalam kegiatan 
pembiayaan yang terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan pihak pegadaian 
menyangkut pembiayaan gadai syariah yang ditanggung oleh nasabah dan 
diakui pendapatan oleh pihak pegadaian. Hal ini diakui pada saat terjadinya 
atau dikeluarkannya biaya tersebut sehingga pegadaian tidak mencatatnya 
sebagai beban tetapi mencatatnya sebagai pendapatan. 
Dalam menyajikan laporan keuangan Pegadaian Syariah menyusun dan 
menyajikan sesuai dengan PSAK No. 107. Dalam pelaporan tersebut, 
Pegadaian Syariah juga masih mengikuti ketentuan yang disyaratkan pada 
PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan dan belum menggunakan 
ED PSAK 101 (revisi 2011) yang tidak memperkenankan adanya 
pengungkapan. Pengungkapan meliputi penyajian informasi dalam laporan 
keuangan termasuk laporan keuangan itu sendiri, catatan atas laporan 
keuangan. Dan pengungkapan tambahan yang berkaitan dengan laporan 
keuangan. Pada laporan keuangan Pegadaian Syariah berdasar PSAK No. 107 
di dalam laporan tersebut pihak pegadaian mengungkapkan penjelasan yang 
signifikan mengenai total pembayaran pembiayaan gadai syariah dan 
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menyajikan pembiayaan gadai syariah pada suatu akun yang sama dengan 
produk ijarah, qardh ke dalam akun piutang sebagai bentuk kesatuan dari total 
pembiayaan yang disalurkan. Hal ini karena sesuai dengan keputusan direksi 
Perum Pegadaian Nomor: 126/ US1.00/2006 perihal. 
2. Perlakuan Akuntansi Gadai Konvensional 
Pengakuan dan  pengukuran atas kas dan pegadaian pada Perum 
Pegadaian diakui pada saat terjadi terjadi transaksi kas/pegadaian, yaitu : 
a. Penerimaan uang tunai, cek, giro bilyet oleh kasir. 
b. Dilakukan pembayaran/penyetoran berupa uang tunai, giro oleh kasir. 
Adapun pada pengukurannya saldo kas ditetapkan menurut nilai nominalnya. 
Pendapatan usaha yang diperoleh pada Pegadaian diakui sebagai 
pendapatan berdasarkan accrual basis. Selama tahun berjalan pendapatan 
usaha gadai konvensional yang kemudian disebut dengan pendapatan sewa 
modal diakui dan dicatat pada saat pinjaman dilunasi/diangsur berdasarkan 
Surat Bukti Kredit (SBK) yang diterbitkan. Untuk pembiayaan pinjaman, 
Pegadaian konvensional menghitung berdasarkan uang pinjaman yang 
merupakan  hasil dari pesentase sesuai golongan dari taksiran  yang berlaku  
untuk barang agunan tersebut. Adapun pendapatan Bea Administrasi diakui 
dan dicatat pada saat perusahaaan menyalurkan kredit kepada nasabah sesuai 
dengan klasifikasi golongan kreditnya Administrasi diakui dan dicatat pada 
saat perusahaaan menyalurkan kredit kepada nasabah sesuai dengan klasifikasi 
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golongan kreditnya Administrasi diakui dan dicatat pada saat perusahaaan 
menyalurkan kredit kepada nasabah. 
Pada laporan keuangan konsolidasi Perum Pegadaian menyajikan 
pembiayaan pegadaian pada akun yang sama dengan Pegadaian Syariah. 
Untuk jumlah dari masing-masing penyaluran dana dilihat pada pengungkapan 
pada catatan atas laporan keuangan. Begitupun untuk pendapatan dari tarif 
administrasi dan sewa modal atau dalam gadai syariah disebut dengan 
pendapatan ijaroh. Pada penyajian neraca untuk aktiva lain-lain, Pegadaian 
mangkatagorikan barang lelang perusahaan sebagai barang jaminan yang 
ditaksir wajar, tidak ditebus sampai dengan jatuh tempo dan tidak laku saat 
lelang yang kemudian dibeli oleh perusahaan, sehingga barang lelang tersebut 
menjadi aktiva perusahaan yang disajiakan sebagai aktiva lain-lain pada sisi 
debet pada urutan terakhir dari urutan aktiva. 
B. Saran  
Berdasarkan hasil kesimpulan dan evaluasi yang telah diuraikan sebelumnya, 
maka penulis dapat menyarankan bahwa Pegadaian Syariah diharapkan mempunyai 
pedoman akuntansi sendiri yang sesuai dengan syariah dan independen dari induk 
perusahaannya, Perum Pegadaian, sehingga Pegadaian syariah dapat menjalankan 
operasionalnya sesuai dengan syariat-syariat syariah. Selain itu, kualitas sumber daya 
manusianya haruslah mempunyai latar belakang disiplin ilmu yang kompeten di 
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bidangnya, agar pelaksanaan dan kegiatan serta pembukuan akuntansinya dapat 
menjadi Pegadaian yang murni syariah.  
Baik Pegadaian Syariah maupun Pegadaian Konvensional diharapkan mampu 
terlibat dalam menelaah usaha produktif yang ditekuni nasabah yang nantinya dapat 
digunakan sebagai media pembinaan usaha dan pembinaan mental terutama untuk 
pengusaha-pengusaha kecil seperti pemilik warung dan perajin yang memiliki 
perospek yang baik, karena sesuai dengan hakikat dan fungsi dari konsep muamalah 
dimana sikap tolong menolong dan sikap amanah sangat ditonjolkan dan bukan 
untuk mengambil keuntungan tanpa menghiraukan orang lain. Terus berinovasi 
dalam mengembangkan produk-produk Pegadaian yang dibutuhkan masyarakat, 
khususnya masyarakat kelas menengah ke bawah yang tetap sesuai dengan nilai-nilai 
syariah. Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak terdapat 
keterbatasan yang menyebabkan hasil penelitian ini masih sangat minim, sehingga 
penulis tidak dapat menampilkan kinerja Pegadaian Syariah secara keseluruhan, 
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